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BAB I  
PENDAHULUAN 

 
1.1. Latar Belakang 

Penyusunan Rencana Kerja (Rencana Kerja) Sekretariat Daerah 

Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2027 merupakan amanah dari 
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 
tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi 
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang ditindaklanjuti dengan 

Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 
tentang SIPD.  

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 
berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
tahun 2025-2029 dan Rencana Strategis Sekretariat Daerah tahun 2025-

2029. Adapun rumusan program dan kegiatan pada Rencana Kerja 
Perangkat Daerah Tahun 2027 ini berdasarkan Kemendagri Nomor 
900.1.15.5-1317 Tahun 2023. 

Dalam melakukan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah 
Tahun 2027, Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota didasari 

oleh Visi dan Misi serta Program Prioritas Kepala Daerah dengan 
mengakomodasi aspirasi yang berkembang di masyarakat, serta 
disinergikan dengan Program Nasional, Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2045 dan Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 

2025-2029. 
Adapun tahapan proses penyusunan Rencana Kerja Perangkat 

Daerah Tahun 2027 Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota 

sebagai berikut : 
I. Persiapan penyusunan; 
II. Penyusunan rancangan awal; 

III. Penyusunan rancangan; 
IV. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/Lintas  

V. Perangkat Daerah; 
VI. Perumusan rancangan akhir; 
VII. Penetapan. 

 
I.  Persiapan Penyusunan; 

 Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 
000.8.2.4/277/BUP-LK/XII/2025 tentang Pembentukan Tim 
Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2027 dan 

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 di Lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, maka diadakan orientasi 
penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah yang melibatkan seluruh 

Kepala Bagian yang terkait dengan perencanaan pada Bagian masing-
masing. Orientasi ini bertujuan untuk menyamakan persepsi antar 

sesama anggota tim dalam hal tata cara, kaidah serta jadwal Penyusunan 
Rencana Kerja.  
 

II. Penyusunan Rencana Kerja; 
Sesuai dengan Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Puluh Kota 

Nomor 000.7.2.4/261/5/Bapelitbangda-LK/III/2025 tentang Pedoman 

Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (Rencana 
Kerja Perangkat Daerah) Tahun 2027. Penyusunan Rencana Kerja 
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mencakup analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah dan hasil 
evaluasi Rencana Kerja tahun lalu yang disajikan dengan sistematika 

sebagai berikut:   
a. Pendahuluan; 
b. Hasil evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun lalu; 

c. Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah; 
d. Rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah dan; 

e. Penutup. 
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Berikut adalah Tabel Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2027  
berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017: 

 
 

Tabel 1. 1 Kalender Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2027 

No Jenis / Tahapan Kegiatan 

2025 2026 

Nov Des Jan Feb Maret April Mei Juni Juli Agustus 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

A Persiapan Penyusunan Rencana Kerja 2027 

1 Penyusunan Rancangan 
Keputusan Kepala Daerah 
tentang Pembentukan Tim 

Penyusun Rencana Kerja 

                                                                        

2 Penyusunan Agenda Kerja 
Tim Penyusun Rencana 

Kerja 

                                                                        

3 Orientasi Mengenai 
Rencana Kerja Perangkat 
Daerah 

                                                                        

4 Penyiapan Data dan 

Informasi Perencanaan 
Pembangunan Daerah 

Berdasarkan SIPD 

                                                                        

B Penyusunan Rencana Kerja 2027 

1 Penyusunan  Rencana                                                                         
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No Jenis / Tahapan Kegiatan 

2025 2026 

Nov Des Jan Feb Maret April Mei Juni Juli Agustus 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Kerja 2027 berdasarkan 
Ranwal RKPD dan Renstra 

OPD 

2 Penyampaian  Rencana 
Kerja Perangkat Daerah 
kepada Perangkat Daerah 

untuk Diverifikasi  

                                        

3 Verifikasi Ranwal Rencana 

Kerja Perangkat Daerah 
oleh Perangkat Daerah 

untuk Menjamin bahwa 
Rencana Kerja Perangkat 
Daerah Sudah Selaras 

dengan Rancangan Awal 
RKPD dan Renstra OPD 

                                        

C Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah 

1 Pelaksanaan Forum 

Perangkat Daerah yang 
Dihadiri oleh Pemangku 
Kepentingan yang Memiliki 

Keterkaitan dengan Tugas 
dan Fungsi Perangkat 

Daerah Bertujuan untuk 
Memperoleh Masukan 
dalam Rangka Penajaman 

Target Kinerja Sasaran, 
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No Jenis / Tahapan Kegiatan 

2025 2026 

Nov Des Jan Feb Maret April Mei Juni Juli Agustus 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Program dan Kegiatan, 
Lokasi dan Kelompok 

Sasaran dalam Rencana 
Kerja Perangkat Daerah 

D Penyusunan  Rencana Kerja 2027 

1 Penyusunan Rencana Kerja 
Perangkat Daerah sesuai 

Ranwal RKPD dan usulan 
pokir serta hasil 
Musrenbang 

                                                                        

2 Penyampaian  Rencana 
Kerja Perangkat Daerah 

kepada Perangkat Daerah 
untuk Diverifikasi sebagai 

Bahan Penyempurnaan 
Ranwal RKPD menjadi 
Rancangan RKPD 

                                                                        

3 Verifikasi Rencana Kerja 

Perangkat Daerah oleh 
Perangkat Daerah untuk 

Menjamin bahwa 
Rancangan Rencana Kerja 
Perangkat Daerah Sudah 

Selaras dengan Rancangan 
Awal RKPD 
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No Jenis / Tahapan Kegiatan 

2025 2026 

Nov Des Jan Feb Maret April Mei Juni Juli Agustus 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

E Perumusan Rancangan Akhir Rencana Kerja 2027 

1 Penyempurnaan Rancangan 

Rencana Kerja menjadi 
Rancangan Akhir Rencana 
Kerja Berdasarkan Perkada 

tentang RKPD dengan 
Mempertajam Program, 

Kegiatan dan Pagu  
Indikatif Perangkat Daerah 
Berdasarkan Program, 

Kegiatan dan Pagu Indikatif 
yang Ditetapkan di dalam 

Perkada RKPD 

                                                                        

2 Penyampaian Rancangan 
Akhir Rencana Kerja 
Perangkat Daerah kepada 

Perangkat Daerah untuk 
Diverifikasi 

                                        

3 Verifikasi Rancangan Akhir 

Rencana Kerja Perangkat 
Daerah oleh Perangkat 
Daerah untuk Menjamin 

bahwa Rancangan Akhir 
Rencana Kerja Perangkat 
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No Jenis / Tahapan Kegiatan 

2025 2026 

Nov Des Jan Feb Maret April Mei Juni Juli Agustus 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Daerah Sudah Selaras 
dengan Perbup RKPD 

F Penetapan Rencana Kerja  Perangkat Daerah 2027 

1 Penyampaian Rencana 
Kerja Semua Perangkat 

Daerah oleh Perangkat 
Daerah kepada Kepala 

Daerah melalui Sekretaris 
Daerah untuk Selanjutnya 
Ditetapkan dengan Perkada 

                                                                        

2 Penetapan Draft Perkada 

Rencana Kerja menjadi 
Perkada Rencana Kerja 
Perangkat Daerah Se-

Kabupaten Lima Puluh 
Kota yang difasilitasi 

Perangkat Daerah 
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III. Penyusunan Rencana Kerja; 
Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2027 adalah 

tahap penyusunan. Penyusunan merupakan proses penyempurnaan 
Rencana Kerja Perangkat Daerah.  Rencana Kerja ini kemudian dibahas dan 
disempurnakan dalam forum perangkat Daerah/lintas perangkat Daerah. 

Rencana Kerja ini kemudian disampaikan ke Bapelitbang untuk diverifikasi 
oleh tim sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal RKPD menjadi 

rancangan RKPD.  Rencana Kerja ini disampaikan ke Bapelitbang paling 
lambat minggu keempat bulan Juli 2026. 

IV. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah; 

Berdasarkan hasil koordinasi Bapelitbangda dan OPD, maka demi 
efisiensi dan efektifitas pelaksanaan Forum OPD dilaksanakan secara 
gabungan yang diatur oleh Bapelitbangda pada tanggal 2 Maret 2026, 

dihadiri oleh pemangku kepentingan yang terkait dengan tugas dan fungsi 
masing-masing Perangkat Daerah.  

Pembahasan dengan pemangku kepentingan bertujuan untuk 
memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, 
program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rencana Kerja 

Perangkat Daerah. Hasil pembahasan Rencana Kerja Perangkat Daerah 
dalam forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah dirumuskan 
dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh unsur yang 

mewakili pemangku kepentingan yang hadir pada forum Gabungan 
Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah. 

V. Perumusan Rencana Akhir Rencana Kerja; 
Perumusan Rencana Akhir Rencana Kerja Sekretariat Daerah 

merupakan proses penyempurnaan Rencana Kerja Perangkat Daerah 

menjadi Rencana Kerja Perangkat Daerah berdasarkan Perkada tentang 
RKPD. Hal ini dilaksanakan pada bulan Juli 2026 yang dilakukan untuk 

mempertajam program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah 
berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam 
Perkada tentang RKPD.  

VI. Penetapan. 
Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan tahap akhir 

dalam penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lima 

Puluh Kota Tahun 2027 disampaikan ke Bapelitbang untuk diverifikasi oleh 
tim, paling lambat satu minggu setelah Perkada tentang RKPD ditetapkan. 

Setelah diverifikasi dan disempurnakan kembali oleh Sekretariat Daerah 
Kabupaten Lima Puluh Kota. Rencana Kerja diserahkan kembali ke 
Bapelitbang untuk diajukan penetapannya paling lambat satu bulan 

setelah Perkada RKPD ditetapkan.  

Seluruh dokumen perencanaan pembangunan daerah merupakan 

satu kesatuan yang saling berkaitan satu dengan yang lain. Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) adalah dokumen yang 
menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah (RPJPD) yang merupakan penjabaran dari visi dan misi 
Pemerintah Daerah. Sebagai bahan masukan penyusunan RPJMD adalah 
Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah (PD). Dilanjutkan setelah 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah disahkan maka menjadi 
acuan penyusunan Renstra Perangkat Daerah. Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah 
Daerah (RKPD) sebagai Dokumen Perencanaan Tahunan. Rencana Kerja 
merupakan penjabaran dari Renstra dan dalam penyusunannya mengacu 

pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Rencana Kerja juga sebagai bahan 
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masukan untuk penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat 
Daerah. 

Rencana Kerja Anggaran dimaksud selanjutnya menjadi salah satu 
acuan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat 
Daerah. Rencana Kerja juga harus mengakomodir hasil Musyawarah 

Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), Forum Satuan Kerja Pemerintah 
Daerah, pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan 

kebijakan pemerintah Pusat/Provinsi.  
Adapun keterkaitan antar Dokumen Perencanaan dapat dilihat pada 

Bagan berikut : 
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KETERKAITAN ANTAR DOKUMEN PERENCANAAN 
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1.2. Landasan Hukum 
Penyusunan  Rencana Kerja Tahun 2027 pada unit kerja  Sekretariat 

Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota, berdasarkan kepada : 
1. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2024 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4421); 

2. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti  Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 

Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan 

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4); 
4. Peraturan Pemerintah Nomor  12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 42; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6322); 

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata 
cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan 
Daerah, Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang, Perubahan Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 
(Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1312); 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 

Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);  

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 

Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur 
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);  
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 

Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 

2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
110 Tahun 2023 Tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah Dan 
Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan 

Penggunaannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 
Nomor 102); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2026 tentang 

Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 
2027 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 395); 

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 
2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Hasil Verifikasi, Validasi dan 

Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, kodefikasi dan Nomenklatur 
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. 
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12. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2023 
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah No 15 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, (Lembaran 
Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 Nomor 6); 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota No 1 Tahun 2025 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 
2025-2045, (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 

2025 Nomor 1); 
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota No 2 Tahun 2025 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 

2025-2029, (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 
2025 Nomor 2); 

15. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 100 Tahun 2021 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata 
Kerja Sekretariat Daerah; 

16. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 41 Tahun 2025 tentang 
Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota 
Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota 

Tahun 2025 Nomor 41); 
17. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 21 Tahun 2026 Tentang 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027 (Berita Daerah 

Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2026 Nomor 21). 
18. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 36 Tahun 2026 Tentang 

Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2027 (Berita Daerah 
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2026 Nomor 36). 

 

 
1.3. Maksud dan Tujuan 

Maksud dan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Sekretariat 
Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2027 ini adalah : 
a. Maksud 

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2027 
ini adalah untuk menetapkan arah kerja serta menjadi pedoman dalam 
pelaksanaan maupun mengevaluasi program dan kegiatan di Sekretariat 

Daerah.  
b. Tujuan 

Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2027 
ini adalah : 

- Untuk menetapkan rencana program dan kegiatan yang akan 
dilaksanakan pada Tahun 2027 dalam rangka pencapaian tujuan yang 

telah ditetapkan dalam renstra . 

- Menjadi Pedoman dalam Penyusunan KUA-PPAS Anggaran dan 
Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2027. 

- Menjadi Pedoman untuk dapat mencapai hasil yang berdaya guna dan 

berhasil guna (efektif dan efisien) sehingga mengurangi potensi 
kerugian dan kegagalan dalam menjalankan kegiatan dana/anggaran, 
terutama dalam hal penggunaan dan pengelolaan dana/anggaran. 

 
1.4. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan yang dipakai dalam penyusunan Rencana Kerja 

(Rencana Kerja) Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2027 
ini meliputi: 
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BAB I PENDAHULUAN 

Menguraikan Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Landasan Hukum dan 

hubungan dengan dokumen RKPD serta sistematika laporan. 
 

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 

LALU 

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Sekretariat Daerah tahun lalu 

berisikan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Sekretariat Daerah, analisis 
kinerja pelayanan, isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi, 
dan review terhadap RKPD serta penelaahan usulan program dan kegiatan. 

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 

Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah menguraikan tentang tujuan yang 

hendak dicapai, dan sasaran serta target pencapaian pembangunan satu 
tahun kedepan, yang dijabarkan melalui program dan kegiatan.  

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 

Menguraikan tentang rencana kerja dan sasaran yang dicapai pada Tahun 
2027 serta pendanaan kegiatan pada masing-masing Bagian di Sekretariat 
Daerah. 

 
BAB V KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 

Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan pada Rencana Kerja (Rencana Kerja) 
Perangkat Daerah adalah gambaran tingkat pencapaian pelaksanaan urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab suatu 

perangkat daerah selama periode tertentu. 

BAB VI PENUTUP 

Berisi tentang kesimpulan, kaidah-kaidah pelaksanaan serta tindak lanjut 

penyusunan Rencana Kerja. 
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BAB II  
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT 

DAERAH TAHUN LALU 
 

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun Lalu dan 
Capaian Renstra Sekretariat Daerah 

Bab ini memuat kajian (Review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan 
Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun lalu tahun 2025 (tahun-2) dan 

perkiraan capaian tahun berjalan (Tahun 2026), mengacu pada APBD 
tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Rencana Kerja 
Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan 

pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi 
program dan kegiatan pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah 

tahun-tahun sebelumnya. 

Review hasil evaluasi-evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat 
Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada 

hasil Laporan Kinerja Tahunan Perangkat Daerah dan Realisasi APBD 
untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan.  

Sekretariat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah 

Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan 
dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh 

Kota Tahun 2016 Nomor 15) pada Tahun Anggaran 2026,  memiliki  3 (Tiga) 
Program yang diwujudkan dengan 19 (Sembilan Belas) Kegiatan dan 52 
(Lima Puluh Dua) Sub Kegiatan. Dimana pelaksanaan Sub Kegiatan 

tersebut dilaksanakan pada 10 (Sepuluh) bagian di lingkup Sekretariat 
Daerah. Secara umum pelaksanaan Program/kegiatan yang dituangkan 
dalam Rencana Kerja (Rencana Kerja) yang dilaksanakan oleh Sekretariat 

Daerah sedang berjalan Tahun 2026.  

Berikut ini ditampilkan review dan pelaksanaan Program dan kegiatan 

yang dilaksanakan pada Tahun 2026 di Sekretariat Daerah beserta realisasi 
anggarannya. 



 

Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2027                                                                                                                         
 15 

 
 

 
 

Tabel 2. 1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Sekretariat 
Daerah dan Pencapaian Renstra Sekretariat Daerah s/d Tahun 2026 

Kabupaten Lima Puluh Kota 

 
Nama Perangkat Daerah : Sekretariat Daerah 

Kode  
Urusan/Bidang Urusan 

Pemerintahan Daerah Dan 
Program/Kegiatan 

Indikator  Kinerja 
Program (outcomes)/ 

Kegiatan (output) Tahun 

2025-2029) 

Target 

Capaian 
Kinerja 
Program 
Renstra 

SKPD Tahun 
2030 

Realisasi 

Target 
Kinerja Hasil 
Program dan 

Keluaran 

Kegiatan s/d 
dengan 

tahun 2024 

Target dan Realisasi Kinerja Program dan 
Kegiatan SKPD Tahun 2025 Target 

program dan 
kegiatan 

Rencana Kerja 
Sekretariat 

Daerah (tahun 
2026)  

Perkiraan Realisasi Capaian 
Target Renstra SKPD s/d 

tahun 2026 

Target Rencana 
Kerja  SKPD 

tahun 2025 

Realisasi  
Rencana 

Kerja  SKPD 

Tahun 2025 

Tingkat 
Realisasi (%) 

Realisasi 
Capaian 

Program dan 

Kegiatan s/d 
tahun 2026 

Tingkat 
Capaian 
Realisasi 

Target 
Renstra (%) 

2 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 

4.01.01 

Program Penunjang 

Urusan Pemerintah 
Daerah Kabupaten/Kota 

Persentase tercapainya 
tujuan dan sasaran 

pembangunan daerah 
bidang administrasi 
umum 

100% 100% 100% 90.83% 90.83% 100% 100% 100% 

4.01.01.2.01 

Perencanaan, 
Penganggaran, dan 

Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah 

Persentase tersusunnya 
dokumen Perencanaan, 
Penganggaran, dan 

Evaluasi Kinerja 
Sekretariat Daerah 

100% 100% 100% 96.48% 96.48% 100% 100% 100% 

4.01.01.2.02 
Kegiatan : Administrasi 
Keuangan Perangkat 

Daerah 

Persentase Administrasi 
Keuangan Sekretariat 

Daerah 

100% 100% 100% 92.04% 92.04% 100% 100% 100% 

4.01.01.2.03 

Kegiatan : Administrasi 
Barang Milik Daerah pada 
Perangkat 
Daerah 

Persentase pemenuhan 
administrasi barang milik 
daerah 

100% 100% 100% 93.33% 93.33% 100% 100% 100% 

4.01.01.2.06 
Kegiatan: Administrasi 
Umum Perangkat Daerah 

Persentase pelaksanaan 
kegiatan administrasi 
umum Sekretariat 
Daerah 

100% 100% 100% 80.98% 80.98% 100% 100% 100% 
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Kode  
Urusan/Bidang Urusan 

Pemerintahan Daerah Dan 
Program/Kegiatan 

Indikator  Kinerja 
Program (outcomes)/ 

Kegiatan (output) Tahun 

2025-2029) 

Target 

Capaian 
Kinerja 
Program 
Renstra 

SKPD Tahun 
2030 

Realisasi 

Target 
Kinerja Hasil 
Program dan 

Keluaran 

Kegiatan s/d 
dengan 

tahun 2024 

Target dan Realisasi Kinerja Program dan 
Kegiatan SKPD Tahun 2025 Target 

program dan 
kegiatan 

Rencana Kerja 
Sekretariat 

Daerah (tahun 
2026)  

Perkiraan Realisasi Capaian 
Target Renstra SKPD s/d 

tahun 2026 

Target Rencana 
Kerja  SKPD 

tahun 2025 

Realisasi  
Rencana 

Kerja  SKPD 

Tahun 2025 

Tingkat 
Realisasi (%) 

Realisasi 
Capaian 

Program dan 

Kegiatan s/d 
tahun 2026 

Tingkat 
Capaian 
Realisasi 

Target 
Renstra (%) 

2 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 

4.01.01.2.07 

Kegiatan: Pengadaan 
Barang Milik Daerah 
Penunjang Urusan 

Pemerintah Daerah 

Persentase Pengadaan 
Barang Milik Daerah 
Penunjang Urusan 

Sekretariat Daerah 

100% 100% 100% 91.22% 91.22% 100% 100% 100% 

4.01.01.2.08 
Kegiatan : Penyediaan 
Jasa Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

Persentase Penyediaan 
Jasa Penunjang Urusan 
Sekretariat Daerah 

100% 100% 100% 95.38% 95.38% 100% 100% 100% 

4.01.01.2.09 

Kegiatan : Pemeliharaan 
Barang Milik Daerah 
Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

Persentase barang milik 
daerah yang berkondisi 
baik 

100% 100% 100% 87.17% 87.17% 100% 100% 100% 

4.01.01.2.11 

Kegiatan : Administrasi 
keuangan dan opersional 
kepala daerah dan wakil 
kepala daerah 

Persentase terlaksana 
adminitrasi keuangan 
dan operasional KDH 

100% 100% 100% 91.94% 91.94% 100% 100% 100% 

4.01.01.2.12 
Kegiatan : Fasilitasi 
Kerumah tanggaan 
Sekretariat Daerah 

Persentase terpenuhinya 
fasilitasi kerumah 
tanggaan KDH, Wakil 
KDH dan Sekda 

100% 100% 100% 82.00% 82.00% 100% 100% 100% 

4.01.01.2.13 
Kegiatan : Penataan 
Organisasi 

Persentase terfasilitasinya 

kelembagaan pelayanan 
publik tata laksana dan 
reformasi birokrasi 
perangkat daerah 

100% 100% 100% 98.41% 98.41% 100% 100% 100% 

4.01.01.2.14 
Kegiatan : Pelaksanaan 
Protokol dan Komunikasi 
Pimpinan 

Persentase Pelaksanaan 
Protokol dan Komunikasi 
Pimpinan 

100% 100% 100% 90.16% 90.16% 100% 100% 100% 

4.01.02 
Program Pemerintahan 
dan Kesejahteraan Rakyat  

Persentase tercapainya 
tujuan dan sasaran 
pembangunan daerah 
bidang pemerintahan dan 

kesejahteraan rakyat 

100% 100% 100% 94.06% 94.06% 100% 100% 100% 
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Kode  
Urusan/Bidang Urusan 

Pemerintahan Daerah Dan 
Program/Kegiatan 

Indikator  Kinerja 
Program (outcomes)/ 

Kegiatan (output) Tahun 

2025-2029) 

Target 

Capaian 
Kinerja 
Program 
Renstra 

SKPD Tahun 
2030 

Realisasi 

Target 
Kinerja Hasil 
Program dan 

Keluaran 

Kegiatan s/d 
dengan 

tahun 2024 

Target dan Realisasi Kinerja Program dan 
Kegiatan SKPD Tahun 2025 Target 

program dan 
kegiatan 

Rencana Kerja 
Sekretariat 

Daerah (tahun 
2026)  

Perkiraan Realisasi Capaian 
Target Renstra SKPD s/d 

tahun 2026 

Target Rencana 
Kerja  SKPD 

tahun 2025 

Realisasi  
Rencana 

Kerja  SKPD 

Tahun 2025 

Tingkat 
Realisasi (%) 

Realisasi 
Capaian 

Program dan 

Kegiatan s/d 
tahun 2026 

Tingkat 
Capaian 
Realisasi 

Target 
Renstra (%) 

2 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 

4.01.02.2.01 
Kegiatan : Administrasi 
Tata pemerintahan 

Persentase terlaksananya 
koordinasi bidang 

Pemerintahan 

100% 100% 100% 92.68% 92.68% 100% 100% 100% 

4.01.02.2.02 
Kegiatan: Pelaksanaan 
Kebijakan Kesejahteraan 
Rakyat 

Persentase kebijakan 
kesejahteraan rakyat 
yang disusun 

100% 100% 100% 93.35% 93.35% 100% 100% 100% 

4.01.02.2.03 
Kegiatan : Fasilitasi dan 
Koordinasi Hukum 

Persentase pelaksanaan 
fasilitasi dan koordinasi 
hukum yang 
dilaksanakan 

100% 100% 100% 94.34% 94.34% 100% 100% 100% 

4.01.02.2.04 
Kegiatan : Fasilitasi 
Kerjasama Daerah 

Persentase Pelaksanaan 
Fasilitasi Kerjasama 
Daerah 

100% 100% 100% 95.85% 95.85% 100% 100% 100% 

4.01.03 
Program Perekonomian 
dan Pembangunan 

Persentase tercapainya 
tujuan dan sasaran 
pembangunan bidang 
perekonomian dan 

pembangunan 

100% 100% 100% 90.00% 90.00% 100% 100% 100% 

4.01.03.2.01 
Kegiatan : Pelaksanaan 

Kebijakan Perekonomian 

1. Persentase 
Pelaksanaan 

Kebijakan 
perekonomian  

2. Nilai transaksi 
saham per kapita  

3. Total dana pihak 
ketiga per PDRB 

4. Total kredit per 
PDRB 

5. Rasio PDRB sektor 
jasa keuangan 

100% 100% 100% 83.62% 83.62% 100% 100% 100% 
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Kode  
Urusan/Bidang Urusan 

Pemerintahan Daerah Dan 
Program/Kegiatan 

Indikator  Kinerja 
Program (outcomes)/ 

Kegiatan (output) Tahun 

2025-2029) 

Target 

Capaian 
Kinerja 
Program 
Renstra 

SKPD Tahun 
2030 

Realisasi 

Target 
Kinerja Hasil 
Program dan 

Keluaran 

Kegiatan s/d 
dengan 

tahun 2024 

Target dan Realisasi Kinerja Program dan 
Kegiatan SKPD Tahun 2025 Target 

program dan 
kegiatan 

Rencana Kerja 
Sekretariat 

Daerah (tahun 
2026)  

Perkiraan Realisasi Capaian 
Target Renstra SKPD s/d 

tahun 2026 

Target Rencana 
Kerja  SKPD 

tahun 2025 

Realisasi  
Rencana 

Kerja  SKPD 

Tahun 2025 

Tingkat 
Realisasi (%) 

Realisasi 
Capaian 

Program dan 

Kegiatan s/d 
tahun 2026 

Tingkat 
Capaian 
Realisasi 

Target 
Renstra (%) 

2 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 

4.01.03.2.02 
Kegiatan: Pelaksanaan 
Administrasi 

Pembangunan 

Persentase Pelaksanaan 
Administrasi 

Pembangunan Daerah 

100% 100% 100% 95.03% 95.00% 100% 100% 100% 

4.01.03.2.03 
Kegiatan : Pengelolaan 
Pengadaan Barang dan 

Jasa 

Persentase pengadaan 
barang dan jasa melalui 
aplikasi SPSE sesuai 

dengan aturan  
perundang-undangan 
yang berlaku 

100% 100% 100% 93.28% 93.28% 100% 100% 100% 

4.01.03.2.04 
Kegiatan: Pemantauan 
Kebijakan Terkait Sumber 
Daya Alam 

1. Persentase 

Pemantauan 
kebijakan SDA yang 
difasilitasi  

2. Konsumsi listrik per 

kapita 

100% 81% 100% 88.05% 88.05% 100% 100% 100% 
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Berdasarkan tabel 2.1 di atas, evaluasi terhadap pencapaian target dan 

realisasi Rencana Kerja Tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut: 
I. Program dan kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja 

hasil/keluaran yang direncanakan di Sekretariat Daerah selama Tahun 

Anggaran 2025, antara lain: NIHIL 

II. Program dan kegiatan yang telah memenuhi target kinerja 

hasil/keluaran yang direncanakan, antara lain : 

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 
direncanakan target pencapaiannya sebesar 100%, realisasi 

keuangannya adalah sebesar 90.83%, secara fisik realisasi kegiatan 
sudah mencapai 100%.  

2. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat direncanakan 

target pencapaiannya sebesar 100%, realisasi keuangannya adalah 
sebesar 94.06%, secara fisik realisasi kegiatan sudah mencapai 

100%.  

3. Program Perekonomian dan Pembangunan, direncanakan target 
pencapaiannya sebesar 100%, realisasi keuangannya adalah sebesar 

90.00%, namun secara fisik realisasi kegiatan sudah mencapai 100%.  

III. Program dan kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang 
direncanakan di Sekretariat Daerah selama Tahun Anggaran 2025, 

antara lain: NIHIL 
 

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah 
Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Sekretariat 

Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK 

dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 13 Tahun 2019. Jenis indikator yang dikaji sesuaikan dengan tugas 

dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan. 

Adapun Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten 

Lima Puluh Kota berdasarkan indikator yang ditentukan dalam Indikator 
Kinerja Daerah (IKD) dan Indikator Kinerja Utama (IKU), baik IKU Kepala 
Daerah maupun IKU Perangkat Daerah disajikan pada tabel 2.2 di halaman 

berikut ini: 
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Tabel 2. 2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah 

No Indikator 

SPM / 

standar 
nasional 

IKK 

/IKD 

IKU 

KD 

IKU 

SETDA 

Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Proyeksi 

Catatan Analisis 
Tahun 
2025  

Tahun 
2026  

Tahun 
2027 

Tahun 
2028 

Tahun 
2025  

Tahun 
2026 

Tahun 
2027 

Tahun 
2028  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA   

1 Indeks Pelayanan Publik     IKU   4.31 4.35 4.40 4.44 4.21 
Belum 

Tersedia 
4.40 4.44 

Proyeksi Realiasi Capaian pada 
Tahun 2027 dan 2028 adalah 
Sesuai dengan Target 

2 

Nilai Sistem Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah 
(SAKIP) 

  IKK IKU   62.98 64.28 65.78 66.71 62.09 
Belum 

Tersedia 
65.78 66.71 

Proyeksi Realiasi Capaian pada 

Tahun 2027 dan 2028 adalah 
Sesuai dengan Target 

3 
Indeks Kepuasan 
Masyarakat (IKM) 

Sekretariat Daerah 

  IKK IKU   90% 90% 90% 90% 87,01 
Belum 

Tersedia 
90% 90% 

Proyeksi Realiasi Capaian pada 
Tahun 2027 dan 2028 adalah 

Sesuai dengan Target 

4 
Indeks Kepuasan Layanan 
Pimpinan (IKLP) 

  IKK IKU   95.00 95.00 95.00 95.00 95.00 
Belum 

Tersedia 
95.00 95.00 

Realisasi Capaian Tahun 2025 telah 
mencapai target yang Ditetapkan            
Proyeksi Realiasi Capaian pada 
Tahun 2027 dan 2028 adalah 

Sesuai dengan Target 

5 

Nilai Sistem Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah 
(SAKIP) (Sekretariat Daerah) 

Tersedia 
70.12 70.15 

Implementasi SAKIP sudah baik 
pada pemerintah daerah dan 
sebagian unit kerja utama, namun 
masih perlu adanya sedikit 

perbaikan dan komitmen dalam 
manajemen kinerja. Proyeksi 
Realiasi Capaian pada Tahun 2027 
dan 2028 adalah Sesuai dengan 

Target 

  PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN   

Belum 
  IKK IKU √ 70 70.10 70.12 70.15 70.19  
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No Indikator 
SPM / 

standar 
nasional 

IKK 
/IKD 

IKU 
KD 

IKU 
SETDA 

Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Proyeksi 

Catatan Analisis 
Tahun 
2025  

Tahun 
2026  

Tahun 
2027 

Tahun 
2028 

Tahun 
2025  

Tahun 
2026 

Tahun 
2027 

Tahun 
2028  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

6 
Persentase Capaian 
Pengendalian dan pelaporan 

administrasi pembangunan 

  IKK IKU   80.00 81.00 82.00 83.00 85.00 38,38% 82.00 83.00 

Realisasi Capaian Tahun 2025 telah 
mencapai target yang Ditetapkan 
Proyeksi Realiasi Capaian pada 

Tahun 2027 dan 2028 adalah 
Sesuai dengan Target 

7 
Persentase Kebijakan 
Pengelolaan Perekonomian 
yang difasilitasi 

  IKK IKU   100% 100% 100% 100% 85% 
Belum 

Tersedia 
100% 100% 

Realisasi Capaian Tahun 2025 telah 
mencapai target yang Ditetapkan 
Proyeksi Realiasi Capaian pada 
Tahun 2027 dan 2028 adalah 

Sesuai dengan Target 

8 
Indeks Tata Kelola 

pengadaan 
  IKK IKU   78.6 81.50 82.50 84.50 78.02 46% 82.50 84.50 

OPD sudah memanfaakan SPSE 

untuk memproses pengadaan 
barang dan jasa · Realisasi Capaian 
Tahun 2025 
telah mencapai target yang 

Ditetapkan 
Proyeksi Realiasi Capaian pada 
Tahun 2027 dan 2028 adalah 
Sesuai dengan Target 

 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT  

9 Indeks ABS-SBK   IKD IKU √ 2.10 2.14 2.18 2.22 2.31 
Belum 

Tersedia 
2.18 2.22 

Bertambahnya Partisipasi Nagari 
dalam melakukan pengisian 
Kuesioner untuk penilaian Indeks 

ABS-SBK Tahun 2025                              
Realisasi Capaian Tahun 2025 telah 
mencapai target yang Ditetapkan 
Proyeksi Realiasi Capaian pada 

Tahun 2027 dan 2028 adalah 
Sesuai dengan Target 
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No Indikator 
SPM / 

standar 
nasional 

IKK 
/IKD 

IKU 
KD 

IKU 
SETDA 

Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Proyeksi 

Catatan Analisis 
Tahun 
2025  

Tahun 
2026  

Tahun 
2027 

Tahun 
2028 

Tahun 
2025  

Tahun 
2026 

Tahun 
2027 

Tahun 
2028  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

10 Indeks Reformasi Hukum   IKU   √ 70.00 73.00 76.00 79.00 98.24 
Belum 

Tersedia 
76.00 79.00 

Kepatuhan Pemerintah Daerah 

dalam Pembentukan Produk Hukum 
Daerah dengan melibatkan Kantor 
Wilayah Kementerian Hukum 
Sumatera Barat dan ketertiban 

administasi dalam harmonisasi 
Produk Hukum Daerah                         
Realisasi Capaian Tahun 2025 telah 

mencapai target yang Ditetapkan 
Proyeksi Realiasi Capaian pada 
Tahun 2027 dan 2028 adalah 
Sesuai dengan Target 

11 

Nilai Evaluasi Kinerja 

Penyelenggaraan 
pemerintahan Daerah 

  IKD IKU   3.10 3.12 3.14 3.16 2.6735 
Belum 

Tersedia 
3.14 3.16 

Proyeksi Realiasi Capaian pada 

Tahun 2027 dan 2028 adalah 
Sesuai dengan Target 

12 

Persentase terlaksananya 
Koordinasi Bidang 

Pemerintahan dan 
Kesejahteraan Rakyat 

  IKK IKK   100% 100% 100% 100% 100% 
Belum 

Tersedia 
100% 100% 

Proyeksi Realiasi Capaian pada 

Tahun 2027 dan 2028 adalah 
Sesuai dengan Target 
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2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah 

Pada bab ini dijelaskan hal-hal sebagai berikut: 
1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Sekretariat Daerah dan hal 

kritis yang terkait dengan pelayanan Sekretariat Daerah terhadap 

stakeholdernya; 
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan 

tugas dan fungsi Sekretariat Daerah; 
3. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Sekretariat 

Daerah; 

4. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang 
strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan 

prioritas tahun 2026. 
 

Kinerja pelayanan Sekretariat Daerah pada tahun 2025 sudah cukup 

optimal. Hal ini terbukti dari dilakukannya beberapa upaya antara lain: 
1. Aplikasi SIPD RI. 

Penerapan aplikasi SIPD RI untuk penyusunan perencanaan 

pembangunan daerah merupakan salah satu bentuk upaya 
Bappelitbangda dalam peningkatan pelayanan pada stakeholders. 

Diharapkan dengan adanya aplikasi ini maka, penyusunan 
perencanaan yang berkualitas, transparan dan tepat waktu dapat 
terlaksana; 

2. Memanfaatkan media sosial untuk kelancaran komunikasi dengan OPD 
seperti melalui Whatsapp group; 

3. Pelaksanaan Rapat Koordinasi lingkup masing-masing bidang di 
Bappelitbangda. Rapat Koordinasi ini dilaksanakan baik dalam rangka 

penyusunan perencanaan maupun pengendalian pembangunan. 
Dengan peningkatan kuantitas dan kualitas pelaksanaan rakor maka 
kualitas penyusunan perencanaan dan pengendalian pembangunan 

dapat turut ditingkatkan; 
 

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan 
tugas dan fungsi Perangkat Daerah antara lain: 
1. Belum optimalnya penyusunan kebijakan daerah dan kebijakan 

pemerintah daerah dalam penyusunan dokumen perencanaan 
pembangunan daerah; 

2. Belum optimalnya partisipasi dan aspirasi masyarakat dan pemangku 
kepentingan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan 
daerah; 

3. Belum konsistennya dalam penyusunan dokumen perencanaan 
pembangunan daerah; 

4. Belum optimalnya pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan 

musrenbang mulai dari tingkat nagari sampai Kabupaten dan 
penyelenggaraan Forum Perangkat Daerah; 

5. Masih terbatasnya ketersediaan data yang valid dan up to date di 
berbagai bidang untuk kepentingan pembangunan; 
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2.4. Review terhadap RKPD 

Salah satu tujuan dilakukannya review terhadap RKPD adalah untuk 
menghindari inkonsistensi substansi Rencana Kerja dengan berbagai 
rumusan yang sudah tertuang dalam RKPD, karena pada hakikatnya 

Rencana Kerja Sekretariat Daerah disusun untuk mendukung pencapaian 
target prioritas pembangunan serta target program dan kegiatan yang 

sudah dirumuskan dalam RKPD. Pada akhirnya Rencana Kerja Sekretariat 
Daerah ini juga akan mengalami penyempurnaan setelah RKPD tersebut 
sudah ditetapkan menjadi RKPD dengan Peraturan Bupati.  

Bab ini berisikan uraian mengenai perbandingan RKPD dengan hasil 
analisis kebutuhan. Disini dijelaskan bahwa tidak terdapat perbedaan 
antara RKPD dengan analisis kebutuhan OPD. Program, kegiatan, 

rumusan-rumusan serta besaran-besaran yang terdapat pada RKPD tidak 
terdapat perubahan. Karena program dan kegiatan yang dilaksanakan di 

Sekretariat Daerah bersifat Fasilitasi dan koordinasi yang rutin 
dilaksanakan.  

Adapun hasil perbandingan antara RKPD dengan hasil analisis 

kebutuhan yang tertuang dalam Rencana Kerja Sekretariat Daerah 
sebagai berikut:      
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Tabel 2. 3  
Review terhadap RKPD Tahun 2027 

Kabupaten Lima Puluh Kota 
 
Perangkat Daerah : Sekretariat Daerah  

No 

Rancangan Awal RKPD  Hasil Analisis Kebutuhan 

Catatan 
Penting Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja 

Target 

Capaian 

Pagu Indikatif 
Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja 

Target 

Capaian 

Kebutuhan 
Dana 

(Rp.) (RP.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 

Program Penunjang 
Urusan Pemerintahan 
Daerah Kabupaten Lima 

Puluh Kota  

 setda 

Persentase 
pelaksanaan 
penunjang urusan 

pemerintah daerah 

100% 
       

52,500,000,000  

Program Penunjang 
Urusan Pemerintahan 
Daerah Kabupaten Lima 

Puluh Kota  

 setda 

Persentase 
pelaksanaan 
penunjang urusan 

pemerintah daerah 

100% 
         

25,509,625,105  
  

  1 

Perencanaan, 

Penganggaran, dan 
Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah 

Setda  
persentase tersusunnya 
dokumen pelaksanaan 
perangkat daerah 

100% 
              

571,575,150  
1 

Perencanaan, 

Penganggaran, dan 
Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah 

Setda  

persentase 

tersusunnya dokumen 
pelaksanaan 
perangkat daerah 

100% 
                

20,000,000  
  

  2 
Administrasi 
Keuangan 
Perangkat Daerah 

Setda  

Persentase penyediaan 
gaji dan tunjangan ASN 
serta penyusunan 

laporan OPD 

100% 
         

15,092,375,162  
2 

Administrasi 
Keuangan 
Perangkat Daerah  

Setda  

Persentase penyediaan 
gaji dan tunjangan 
ASN serta penyusunan 

laporan OPD 

100% 
          

17,791,602,027  
  

  3 
Administrasi Barang 
Milik Daerah pada 

Perangkat Daerah 

Setda 
Persentase tertib 
administrasi barang 

milik daerah 

100% 
               

79,895,050  
3 

Administrasi 
Barang Milik 

Daerah Perangkat 
Daerah 

Setda 
Persentase tertib 
administrasi barang 

milik daerah 

100% 
                  

1,965,000  
  

  4 
Administrasi 
Kepegawaian 

Perangkat Daerah 

Setda  

Persentase pelaksanaan 
kegiatan administrasi 

kepegawaian perangkat 
daerah 

100% 
              

403,500,000  
4 

Administrasi 
Kepegawaian 

Perangkat Daerah  

Setda 

Persentase 
pelaksanaan kegiatan 

administrasi umum 
perangkat daerah 

0%     

 5 
Administrasi Umum 

Perangkat Daerah 
Setda 

Persentase pelaksanaan 
kegiatan administrasi 

umum perangkat 
daerah 

100% 
           

1,985,288,550  
5 

Administrasi Umum 

Perangkat Daerah  
Setda  

Persentase 
pelaksanaan kegiatan 

administrasi 
kepegawaian 
perangkat daerah 

100% 
              

654,081,900  
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No 

Rancangan Awal RKPD  Hasil Analisis Kebutuhan 

Catatan 
Penting Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja 

Target 

Capaian 

Pagu Indikatif 
Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja 

Target 

Capaian 

Kebutuhan 
Dana 

(Rp.) (RP.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

  6 

Pengadaan Barang 
Milik Daerah 

Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah 

Setda  

Presentase ketersediaan 
barang milik daerah 

sesuai dengan 
perencanaan  

100% 
         

15,320,045,702  
6 

Pengadaan Barang 
Milik Daerah 

Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah 

Setda  

Presentase 
ketersediaan barang 

milik daerah sesuai 
dengan perencanaan  

100% 
              

750,625,905  
  

  7 

Penyediaan Jasa 
Penunjang Urusan 

Pemerintahan 
Daerah 

Setda  
Pesentase ketersediaan 
jasa penunjang 

pemerintah daerah 

100% 
           

5,263,929,350  
7 

Penyediaan Jasa 
Penunjang Urusan 

Pemerintahan 
Daerah 

Setda  

Pesentase 
ketersediaan jasa 

penunjang pemerintah 
daerah 

100% 
            

2,318,120,000  
  

  8 

Pemeliharaan 
Barang Milik 
Daerah Penunjang 
Urusan 

Pemerintahan 
Daerah 

Setda  
Persentase barang milik 
daerah dan berkondisi 
baik 

100% 
           

8,610,795,850  
8 

Pemeliharaan 
Barang Milik 
Daerah Penunjang 
Urusan Pemerintah 

Daerah 

Setda  
Persentase barang 
milik daerah dan 
berkondisi baik 

100% 
            

1,007,000,000  
  

  9 

Administrasi 
Keuangan dan 
Operasional Kepala 
Daerah dan Wakil 

Kepala Daerah 

Setda  

Persentase 
terlaksananya 
administrasi keuangan 
dan operasional KDH 

100% 
              

871,172,436  
9 

Administrasi 
Keuangan dan 
Operasional Kepala 
Daerah dan Wakil 

Kepala Daerah 

Setda  

Persentase 
terlaksananya 
administrasi 
keuangan dan 

operasional KDH 

100% 
              

939,676,473  
  

  10 
Fasilitasi 
Kerumahtanggaan 

Sekretariat Daerah 

Setda  

Persentase 
terpenuhinya fasilitasi 
kerumahtanggan KDH, 

Wakil KDH dan SEKDA 

100% 
           

1,957,798,800  
10 

Fasilitasi 
Kerumahtanggaan 

Sekretariat Daerah 

Setda  

Persentase 
terpenuhinya fasilitasi 
kerumahtanggan 

KDH, Wakil KDH dan 
SEKDA 

100% 
              

926,554,000  
  

  11 Penataan Organisasi Setda  

OPD yang memiliki 
dokumen analisis 
jabatan persentase OPD 
yang sesuai tugas 

pokok dan fungsi 

100% 
              

228,510,450  
11 

Penataan 
Organisasi 

Setda  

OPD yang memiliki 
dokumen analisis 
jabatan persentase 
OPD yang sesuai 

tugas pokok dan 
fungsi 

100% 
                

50,000,000  
  

  12 

Pelaksanaan 
Protokol dan 
Komunikasi 

Pimpinan 

Setda 
Terfasilitasi dan 
terlayaninya kegiatan 

KDH/WKDH 

100% 
           

2,115,113,500  
12 

Pelaksanaan 
Protokol dan 
Komunikasi 

Pimpinan 

Setda 
Terfasilitasi dan 
terlayaninya kegiatan 

KDH/WKDH 

100% 
            

1,049,999,800  
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No 

Rancangan Awal RKPD  Hasil Analisis Kebutuhan 

Catatan 
Penting Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja 

Target 

Capaian 

Pagu Indikatif 
Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja 

Target 

Capaian 

Kebutuhan 
Dana 

(Rp.) (RP.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

2 
Program Pemerintahan 
dan Kesejahteraan 
Rakyat 

Setda  

Presentase 

terlaksananya 
koordinasinya Bidang 
Pemerintahan dan 
Kesejahteraan Rakyat 

100% 
       

10,265,230,000  

Program Pemerintahan 
dan Kesejahteraan 
Rakyat 

Setda  

Pesentase 

terlaksananya 
koordinasi bidang 
pemerintahan dan 
kesejahteraan rakyat 

100% 
          

3,745,000,600  
  

  13 
Administrasi Tata 
Pemerintahan  

Setda 

Persentase 
terlaksananya 
koordinasi bidang 
pemerintahan 

100% 
              

199,673,670  
13 

Administrasi Tata 
Pemerintahan  

Setda 

Persentase 
terlaksananya 
koordinasi bidang 
pemerintahan  

100% 
                

33,060,000  
  

  14 

Pelaksanaan 
Kebijakan 
Kesejahteraan 
Rakyat 

Setda 

Persentase kegiatan 
terkait dengan 
kesejahteraan rakyat 
yang terkooordinasi 

1005 
           

9,531,390,983  
14 

Pelaksanaan 
Kebijakan 
Kesejahteraan 
Rakyat 

Setda 

Persentase kegiatan 
terkait dengan 
kesejahteraan rakyat 
yang terkooordinasi 

100% 
            

3,610,000,000  
  

  15 
Fasilitasi dan 
koordinasi hukum 

Setda  
Persentase pelaksanaan 
fasilitasi dan koordinasi 
hukum 

100% 
              

300,300,240  
15 

Fasilitasi dan 
koordinasi hukum 

Setda  
Persentase 
pelaksanaan fasilitasi 
dan koordinasi hukum 

100% 
                

50,000,600  
  

  16 
Fasilitasi Kerjasama 
daerah 

Setda  
Persentase pelaksanaan 
Kerjasama daerah 

100% 
              

233,865,107  
16 

Fasilitasi Kerjasama 
daerah 

Setda  
Persentase 
pelaksanaan 
Kerjasama daerah 

100% 
                

51,940,000  
  

3 
Program Perekonomian 

dan pembangunan  
Setda  

Persentase 
terlaksananya 
koordinasi dan 

fasilitasui 
perekonomian 

100%  
            

840,700,000  

Program Perekonomian 

dan pembangunan  
Setda  

Persentase 
terlaksananya 
koordinasi dan 

fasilitasui 
perekonomian  

 100% 
             

150,000,000  
  

  17 
Pelaksanaan 
Kebijakan 
Perekonomian 

Setda  

Persentase 
terlaksananya 
koordinasi dan fasilitasi 

bidang perekonomian  

100% 192,502,546 17 
Pelaksanaan 
Kebijakan 
Perekonomian 

Setda  

Persentase 
terlaksananya 
koordinasi dan 
fasilitasi bidang 

perekonomian  

100% 30,000,000   

  18 
Pelaksanaan 
Administrasi 

Pembangunan 

Setda  
Persentase pelaksanaan 
pembangunan daerah 

100% 224,905,410 18 
Pelaksanaan 
Administrasi 

Pembangunan 

Setda  
Persentase 
pelaksanaan 

pembangunan daerah 

100% 50,000,000   
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No 

Rancangan Awal RKPD  Hasil Analisis Kebutuhan 

Catatan 
Penting Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja 

Target 

Capaian 

Pagu Indikatif 
Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja 

Target 

Capaian 

Kebutuhan 
Dana 

(Rp.) (RP.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

  19 
Pengelolaan 
Pengadaan Barang 
dan Jasa 

Setda  

Persentase pengadaan 
barang jasa melalui 
aplikasi SPSE sesuai 
dengan peraturan 

perundang-undangan 
yang berlaku 

100% 255,653,412 19 
Pengelolaan 
Pengadaan Barang 
dan Jasa 

Setda  

Persentase pengadaan 
barang jasa melalui 
aplikasi SPSE sesuai 
dengan peraturan 

perundang-undangan 
yang berlaku 

100% 50,000,000   

  20 

Pemantauan 

Kebijakan Sumber 
Daya Alam 

Setda  

Tersusunnya laporan 

sebagai penunjang 
kegiatan  

94% 167,638,632 20 

Pemantauan 

Kebijakan Sumber 
Daya Alam 

Setda  

Tersusunnya laporan 

sebagai penunjang 
kegiatan  

94% 20,000,000   

Total 
        

63,605,930,000  
Total  

         
29,404,625,705  
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Perbandingan antara rancangan awal RKPD Sekretariat Daerah dengan 
hasil analisis kebutuhan dilakukan untuk memastikan bahwa program dan 
kegiatan yang direncanakan benar-benar sesuai dengan kebutuhan nyata 

organisasi dan mendukung prioritas kepala daerah. 

Rencana kerja biasanya disusun berdasarkan arah kebijakan RPJMD dan 
evaluasi tahun sebelumnya. Namun, melalui analisis kebutuhan, ditemukan 
kondisi aktual seperti kebutuhan penguatan koordinasi antar perangkat daerah, 

digitalisasi pelayanan administratif, atau peningkatan efektivitas tata kelola 
pemerintahan. 

Proses ini penting dilakukan untuk: 

 Menyesuaikan program dengan kebutuhan faktual, 
 Mengoptimalkan penggunaan anggaran, 
 Menyusun perencanaan yang berbasis kinerja dan data, 

 Meningkatkan efisiensi dukungan terhadap fungsi strategis kepala daerah. 

Dengan demikian, RKPD Sekretariat Daerah menjadi lebih responsif, akuntabel, 
dan selaras dengan tuntutan pelayanan pemerintahan yang dinamis. 

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 

Dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah salah satu 
tahapan proses yang tidak boleh diabaikan adalah menampung usulan 
program dan kegiatan yang berasal dari aspirasi masyarakat. Hal ini sangat 

penting dilaksanakan karena pada hakikatnya masyarakatlah yang akan 
menjadi penerima manfaat dari program dan kegiatan yang dilaksanakan 

oleh Perangkat Daerah. 
Program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, 

baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan Pelayanan 

Provinsi, LSM, Asosiasi-asosiasi, Perguruan tinggi maupun Perangkat 
Daerah lainnya melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan 

Pembangunan (Musrenbang). 
 

Tabel 2. 4  

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2027  
Kabupaten Lima Puluh Kota 

 

Nama Perangkat Daerah : Sekretariat Daerah  

NO 
PROGRAM/ 
KEGIATAN 

LOKASI 
INDIKATOR 
KINERJA 

BESARAN/ 
VOLUME 

CATATAN 

  

 

 

 

 

 

NIHIL 
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BAB III 
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 

 

  3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional  
Telaahan terhadap kebijakan nasional yaitu penelaahan yang 

menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan 
yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi. Penetapan kebijakan 

penyelenggaraan program, kegiatan dan sub kegiatan Sekretariat Daerah 
Kabupaten Lima Puluh Kota selain mengacu pada kebijakan Pemerintah 
Provinsi, Dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 

2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 
Tahun 2025–2029, bahwasanya Pemerintah Daerah melaksanakan 
program dalam RPJMN yang dijabarkan dalam Renstra 

Kementerian/Lembaga dan RPJMD Tahun 2025-2029.  

Demi menjaga keberlangsungan sistem perencanaan pembangunan 

nasional mensinergikan perencanaan di tingkat pusat dan daerah untuk 
mengarahkan pelaksanaan pembangunan oleh pemerintah pusat dan 
Pemerintah Daerah sehingga dalam pelaksanaannya dapat saling 

memperkuat dan mempercepat dalam pencapaian target yang diinginkan.  
Untuk itu, Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota harus 
merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan daerah untuk tahun 

berikutnya berdasarkan telaahan terhadap prioritas nasional dalam 
rancangan awal RKPD 2026. 

  3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Sekretariat Daerah 
Rencana Kerja ini mengacu pada tujuan dan sasaran Renstra 

Sekretariat Daerah Tahun 2025-2029 yaitu : 

A. Tujuan 
Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, 

kualitas pelayanan publik, penegakan hukum dan pemberantasan 
korupsi serta Meningkatkan peran masyarakat dan fungsi 
kelembagaan agama, adat dan budaya. 

B. Sasaran 
1. Meningkatnya pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan 

daerah bidang administrasi umum. 

2. Meningkatnya pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan 
daerah bidang perekonomian dan pembangunan. 

3. Meningkatnya pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan 
daerah bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat. 
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Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Sekretariat Daerah Dapat disajikan dalam 
bentuk tabel sebagai berikut : 

 

Tabel 3. 1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah 

pada Tahun 2025 – 2030 

No. Tujuan Sasaran Indikator  

Target 

2025 2026 2027 2028 2029 2030 

                   

1 Meningkatkan 

kinerja 
penyelenggaraan 
pemerintahan 
daerah, kualitas 

pelayanan 
publik, 
penegakan 
hukum dan 

pemberantasan 
korupsi serta 
Meningkatkan 
peran 

masyarakat dan 
fungsi 
kelembagaan 
agama, adat dan 

budaya 

Meningkatnya 

pencapaian 
tujuan dan 
sasaran 
pembangunan 

daerah bidang 
administrasi 
umum 

Nilai Sistem 

Akuntabilitas 
Kinerja Instansi 
Pemerintah 
(SAKIP) 

62.98 64.28 65.78 66.71 68.93 70.76 

Indeks 

Pelayanan 
Publik 

4.31 4.35 4.40 4.44 4.49 4.54 

Indeks 
Kepuasan 

Masyarakat 
(IKM) Sekretariat 
Daerah 

90% 90% 90% 90% 90% 90% 

Indeks 
Kepuasan 

Layanan 
Pimpinan (IKLP) 

95 95 95 95 95 95 

 
Nilai SAKIP 
Sekretariat 
Daerah 

62.98 64.28 65.78 66.71 68.93 70.76 

  

Meningkatnya 
pencapaian 
tujuan dan 

sasaran 
pembangunan 

daerah bidang 
perekonomian 

dan 
pembangunan 

Persentase 
Capaian 
Pengendalian 

dan pelaporan 
administrasi 
pembangunan 

80,00 81,00 82,00 83,00 84,00 85,00 

   

Persentase 

Kebijakan 
Pengelolaan 
Perekonomian 
yang difasilitasi 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

 

 
Indeks Tata 
Kelola 
pengadaan 

78,60 81,50 82,50 84,50 86,40 88,40 

 

Meningkatnya 
pencapaian 
tujuan dan 

sasaran 
pembangunan 
daerah bidang 
pemerintahan 

dan 
kesejahteraan 
rakyat 

Indeks ABS-SBK 2,10 2,14 2,18 2,22 2,26 2,30 

Indeks 
Reformasi 

Hukum 

70 73 76 79 82 85 

   

Nilai Evaluasi 

Kinerja 
Penyelenggaraan 
Pemerintahan 
Daerah 

2,90 2,92 2,94 2,96 2,98 3,00 
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3.3. Program dan Kegiatan (di Tahun 2027 dalam Renstra) 
Program dan kegiatan Sekretariat Daerah yang dimuat dalam 

Rencana Kerja tahun 2027 dimaksudkan untuk mendukung Visi dan Misi 
Bupati terpilih, sementara nomenklatur program dan kegiatan mengacu 
kepada Permendagri No. 90 Tahun 2019. 

 
Tabel 3. 2 Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah 

PROGRAM    KEGIATAN  SUB KEGIATAN 

UNSUR PENDUKUNG 

URUSAN PEMERINTAHAN 

        

SEKRETARIAT DAERAH 
        

I. 
PROGRAM 

PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAH 
DAERAH 

KABUPATEN/ KOTA 

 

 

1. Perencanaan, 

Penganggaran, dan 

Evaluasi Kinerja 

Perangkat Daerah 

  

1 Penyusunan Dokumen 

Perencanaan Perangkat 

Daerah 

  2 Koordinasi dan Penyusunan 

DPA-SKPD 

   2. Administrasi 
Keuangan Perangkat 

Daerah 

3 Penyediaan Gaji dan 
Tunjangan ASN 

  
 4 Pelaksanaan Penatausahaan 

dan Pengujian/Verifikasi 
Keuangan SKPD 

  

  5 Koordinasi dan Penyusunan 

Laporan Keuangan Akhir 

Tahun SKPD 

  6 Koordinasi dan Penyusunan 

Laporan Keuangan 

Bulanan/Triwulanan/ 
Semesteran SKPD 

3. Administrasi Barang 

Milik Daerah 

Perangkat Daerah 

7 Penyusunan Perencanaan 

Kebutuhan Barang Milik 

Daerah SKPD 

   8 Pengamanan Barang Milik 

Daerah SKPD 

  
  9 Rekonsiliasi dan 

Penyusunan Laporan Barang 
Milik Daerah pada SKPD 

  
4. Administrasi Umum 

Perangkat Daerah 

10 Penyediaan Komponen 

Instalasi Listrik/Penerangan 

Bangunan Kantor 

    11 Penyediaan Barang Cetakan 

dan Penggandaan 

    12 Fasilitasi Kunjungan Tamu 

  
  13 Penyelenggaraan Rapat 

Koordinasi dan Konsultasi 
SKPD 

    14 Penatausahaan Arsip 

Dinamis pada SKPD 
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PROGRAM    KEGIATAN  SUB KEGIATAN 

  
5. Pengadaan Barang Milik 

Daerah Penunjang 

Urusan Pemerintah 

Daerah 

15. Pengadaan Kendaraan 

Perorangan Dinas atau 

Kendaraan Dinas Jabatan 

  
16 Pengadaan Kendaraan Dinas 

Operasional atau Lapangan 

  
  17. Pengadaan Sarana dan 

Prasarana Gedung  Kantor 

atau Bangunan Lainnya 

  18.  Pengadaan Meubeleur 

  19. Pengadaan Aset Tetap 

Lainnya 

  
20 Pengadaan Gedung Kantor 

atau Bangunan Lainnya 

  6. Penyediaan Jasa 

Penunjang Urusan 

Pemerintah Daerah 

21 Penyediaan Jasa Surat 

Menyurat 

  
 22 Penyediaan Jasa 

Komunikasi, Sumber Daya 
Air dan Listrik 

    23 Penyediaan Jasa Peralatan 

dan Perlengkapan Kantor 

    24 Penyediaan Jasa Pelayanan 

Umum Kantor 

  

7. Pemeliharaan Barang 

Milik Daerah 

Penunjang  Urusan  
Pemerintah Daerah 

25 Penyediaan Jasa 

Pemeliharaan, Biaya 

Pemeliharaan dan Pajak 
Kendaraan Perorangan Dinas 

atau Kendaraan Dinas 

Jabatan 

26 Penyediaan Jasa 

Pemeliharaan, Biaya 

Pemeliharaan, Pajak, dan 

Perizinan Kendaraan Dinas 
Operasional atau Lapangan 

27 Pemeliharaan Mebel 

28 Pemeliharaan Peralatan dan 

Mesin Lainnya 

29 Pemeliharaan/Rehabilitasi 

Gedung Kantor dan 
Bangunan Lainnya 

30 Pemeliharaan/Rehabilitasi 

Sarana dan Prasarana 

Gedung Kantor atau 

Bangunan Lainnya 

31 Pemeliharaan/Rehabilitasi 

Sarana dan Prasarana 

Pendukung Gedung Kantor 

atau Bangunan Lainnya 
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PROGRAM    KEGIATAN  SUB KEGIATAN 

    32 Pemeliharaan/ Rehabilitasi 

Tanah 

 

 8. Administrasi 

Keuangan dan 

Operasional Kepala 
Daerah dan Wakil 

Kepala Daerah 

33 Penyediaan Gaji dan 

Tunjangan KDH/wakil KDH 

 
34 Pelaksanaan Medical Check 

Up Kepala Daerah dan Wakil 
Kepala Daerah 

 

35 Penyediaan Pakaian Dinas 
dan Atribut Kelengkapan 

Kepala Daerah dan Wakil 

Kepala Daerah 

  
 36 Penyediaan Dana Penunjang 

Operasional Kepala Daerah 

dan Wakil Kepala Daerah 

  
9. 

 

Fasilitasi Kerumah 
tanggaan Sekretariat  

Daerah 

37 Penyediaan Kebutuhan 
Rumah Tangga Kepala 

Daerah 

  
  38 Penyediaan Kebutuhan 

Rumah Tangga Wakil Kepala 

Daerah 

  
  39 Penyediaan Kebutuhan 

Rumah Tangga Sekretariat 

Daerah 

  10. Penataan Organisasi  40 Pengelolaan Kelembagaan 
dan Analisis Jabatan 

      41 Fasilitasi Pelayanan Publik 

dan Tata Laksana 

        42 Peningkatan Kinerja dan 

Reformasi Birokrasi 

    

    

 

 

43 Monitoring, Evaluasi dan 

Pengendalian Kualitas 

Pelayanan Publik dan Tata 
Laksana 

  
  

  

  

  44 Koordinasi dan Penyusunan 
Laporan Kinerja Pemerintah 

Daerah 

 11

. 

Pelaksanaan Protokol 

dan Komunikasi 

Pimpinan  

45 Fasilitasi Keprotokolan 

  
 46 Fasilitasi Komunikasi 

Pimpinan 

  
 47 Pendokumentasian Tugas 

Pimpinan 

II. PROGRAM 

PEMERINTAHAN DAN 
KESEJAHTERAAN 

RAKYAT 

12. Administrasi Tata 
Pemerintahan  

48 Penataan Administrasi 
Pemerintahan 

 
  49 Pengelolaan Administrasi 

Kewilayahan  

   
  50 Fasilitasi Pelaksanaan 

Otonomi Daerah 

    

13. Pelaksanaan 
Kebijakan 

Kesejahteraan Rakyat 

51 Fasilitasi Pengelolaan Bina 
Mental Spiritual 
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PROGRAM    KEGIATAN  SUB KEGIATAN 

  14. Fasilitasi dan 

Koordinasi Hukum 

52 Fasilitasi Penyusunan 

Produk Hukum Daerah 

      53 Fasilitasi Bantuan Hukum 

    
    54 Pendokumentasian Produk      

Hukum dan Pengelolaan 

Informasi Hukum 

  

  

15. 

 

Fasilitasi Kerjasama 
Daerah 

55 Fasilitasi Kerja Sama Dalam 
Negeri 

  56 Fasilitasi Kerja Sama Luar 

Negeri 

    57 Evaluasi Pelaksanaan 

Kerjasama 

 III. 

PROGRAM 

PEREKONOMIAN DAN 

PEMBANGUNAN  

 16

. 

Pelaksanaan 

Kebijakan 

Perekonomian 

58 Koordinasi, Sinkronisasi dan 

Evaluasi Kebijakan 

Pengelolaan BUMD dan 
BLUD 

 

  

  

  

  59 Pengendalian dan Distribusi 

Perekonomian 

  
  60 Perencanaan  dan  

Pengawasan  Ekonomi  

Mikro Kecil 

   
17. Pelaksanaan 

Administrasi 
Pembangunan 

61 Fasilitasi Penyusunan 

Program Pembangunan  

    62 Pengendalian dan Evaluasi 

Program Pembangunan 

  
  63 Pengelolaan Evaluasi dan 

Pelaporan Pelaksanaan 

Pembangunan 

  
18. Pengelolaan 

Pengadaan Barang 
dan Jasa 

64 Pengelolaan Pengadaan 

Barang dan Jasa 

    65 Pengelolaan layanan 

pengadaan secara elektronik 

    66 Pembinaan dan Advokasi 

Pengadaan Barang dan Jasa 

  

  

 19

.  

Pemantauan 

Kebijakan Terkait 

Sumber Daya Alam 

67 Koordinasi, Sinkronisasi dan 

Evaluasi Kebijakan 

Pertanian, Kehutanan, 
Kelautan dan Perikanan 

68 Koordinasi, Sinkronisasi dan 

Evaluasi Kebijakan 

Pertambangan dan 

Lingkungan Hidup 

69 Koordinasi, Sinkronisasi dan 

Evaluasi Kebijakan Energi 
dan Air  
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Seluruh pendanaan kegiatan masing-masing bagian di Sekretariat Daerah 
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten 

Lima Puluh Kota tahun 2027, yang dapat dilihat pada Lampiran Rencana 
Program Dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2027 dan Tabel Rencana 
Program dan Kegiatan menurut Permendagri No. 90 Tahun 2019 pada dokumen 

Rencana Kerja (Rencana Kerja) tahun 2027 Sekretariat Daerah ini. 
 

Selain itu, program, kegiatan dan sub kegiatan Sekretariat Daerah juga 
dikelompokkan berdasarkan pendukungan terhadap prioritas Kabupaten, 
seperti Pencapaian visi dan misi Kepala Daerah, Memantapkan kehidupan 

masyarakat yang berakhlak dan berbudaya SAKATO BERMARTABAT, 
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih SAKATO 

BERINTEGRITAS. Program,  Kegiatan dan Sub Kegiatan Sekretariat Daerah 
pendukungan prioritas kabupaten secara lengkap dapat dibaca pada tabel 3.3 
di halaman berikut ini: 

 
 

Tabel 3. 3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Sekretariat Daerah 
Pendukungan Prioritas Kabupaten 

No Prioritas Program Kegiatan Sub Kegiatan Pagu 

1. Program Prioritas 
pencapaian Misi 1. 

Pembinaan agama 

dan adat serta 

kerukunan antar 

umat beragama 

Program 
Pemerintahan 

dan 

Kesejahteraan 

Rakyat 

Pelaksanaan 
Kebijakan 

Kesejahteraan 

Rakyat 

Fasilitasi 
Pengelolaan 

Bina Mental 

Spiritual 

Rp.1.700.000.000,- 

2. Program Prioritas 

pencapaian Misi 3. 
Peningkatan 

produktivitas 

tenaga kerja dan 

perlindungan sosial 

Program 

Pemerintahan 
dan 

Kesejahteraan 

Rakyat 

Pelaksanaan 

Kebijakan 
Kesejahteraan 

Rakyat 

Fasilitasi 

Pengelolaan 
Bina Mental 

Spiritual 

Rp.519.531.408,- 

3. Program Prioritas 

pencapaian Misi 9. 
Penataan 

infrastruktur 

strategis dan 

terpadu 

Program 

Penunjang 
Urusan 

Pemerintah 

Daerah 

Kabupaten/Kota 

Pengadaan 

Barang Milik 
Daerah 

Penunjang 

Urusan 

Pemerintah 

Daerah 

Pengadaan 

Aset Tetap 
Lainnya 

Rp.3.500.000.000,- 

 
Berdasarkan tabel. 3.3 di atas, dapat disimpulkan bahwa Pendukungan Prioritas 
Kabupaten yang ada di Sekretariat Daerah terdiri dari:  

1. Program Prioritas pencapaian Misi 1. Pembinaan agama dan adat serta 

kerukunan antar umat beragama terdapat 1 Program kegiatan yaitu Program 

Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dan 1 Kegiatan yaitu Kebijakan 

Kesejahteraan Rakyat dan 1 sub kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental 

Spiritual dengan total pagu Rp.1.700.000.000,-  
2. Program Prioritas pencapaian Misi 3. Peningkatan produktivitas tenaga kerja dan 

perlindungan sosial terdapat 1 Program kegiatan yaitu Program Pemerintahan 

dan Kesejahteraan Rakyat dan 1 Kegiatan yaitu Kebijakan Kesejahteraan Rakyat 
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dan 1 sub kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual dengan total 
pagu Rp.519.531.408,-  

3. Program Prioritas pencapaian Misi 9. Penataan infrastruktur strategis dan 

terpadu terdapat 1 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota dan 1 Kegiatan yaitu Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang 

Urusan Pemerintah Daerah dan 1 sub kegiatan Pengadaan Aset Tetap Lainnya 
dengan total pagu Rp.3.500.000.000,- 

Program dan kegiatan Sekretariat Daerah yang dimuat dalam Rencana Kerja 
tahun 2027 juga dapat disajikan dalam bentuk tabel seperti berikut ini : 
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Tabel 3. 4  
Rumusan Rencana program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2027 Dan Perkiraan Maju Tahun 2028 

Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota 
 

KODE 

URUSAN / BIDANG 

URUSAN PEMERINTAHAN 
DAERAH DAN 

PROGRAM/KEGIATAN 

INDIKATOR KINERJA 
PROGRAM / KEGIATAN 

RENCANA TAHUN 2027 

CATATAN 
PENTING 

PRAKIRAAN MAJU RENCANA 
TAHUN 2028 

LOKASI 
TARGET 
CAPAIAN 

KINERJA 

KEBUTUHAN DANA / 
PAGU INDIKATIF  

SUMBER DANA 
TARGET 
CAPAIAN 

KINERJA 

KEBUTUHAN DANA / 
PAGU INDIKATIF  

2 3 4 5 8 8 9 12 13 14 

  SEKRETARIAT DAERAH       29,404,625,705                 53,532,234,695  

4 
UNSUR PENDUKUNG 
URUSAN PEMERINTAHAN 

      29,404,625,705 
    

            53,532,234,695  

4.01 SEKRETARIAT DAERAH       29,404,625,705                 53,532,234,695  

4.01.01 

PROGRAM PENUNJANG 
URUSAN PEMERINTAHAN 

DAERAH 
KABUPATEN/KOTA 

Persentase pelaksanaan 
urusan pemerintah 
daerah 

  100% 25,509,625,105 

    

  
                             

42,188,400,000  

4.01.01.2.01 

Perencanaan, 

Penganggaran, dan 
Evaluasi Kinerja Perangkat 
Daerah 

persentase tersusunnya 
dokumen pelaksanaan 
perangkat daerah 

Kab. Lima 

Puluh Kota, 
Harau, 
Sarilamak 

100% 20,000,000 

Pendapatan Asli 

Daerah Dana Alokasi 
Umum 

Iku 

Sekretariat 
Daerah 

-             1,594,694,669  

4.01.01.2.02 
Administrasi Keuangan 

Perangkat Daerah 

Persentase penyediaan 
gaji dan tunjangan ASN 
serta penyusunan 
laporan OPD 

Kab. Lima 
Puluh Kota, 

Harau, 
Sarilamak 

100% 17,791,602,027 

Dana Alokasi Umum, 

Dana Bagi Hasil, Dana 
Alokasi Umum 
Tambahan, Dukungan 
Pendanaan atas 

Kebijakan Penggajian 
PPPK; Pendanaan Asli 
Daerah; Pendapatan 
Bagi Hasil Lebih 

Perhitungan Anggaran 
tahun Sebelumnya 

Iku 

Sekretariat 
Daerah 

-           15,348,400,505  

4.01.01.2.03 
Administrasi Barang Milik 
Daerah pada Perangkat 

Daerah 

Persentase tertib 
administrasi barang 
milik daerah 

Kab. Lima 
Puluh Kota, 
Harau, 

Sarilamak 

100% 1,965,000 Pendapatan Bagi Hasil 
Iku 
Sekretariat 

Daerah 

-                 55,000,000  
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KODE 

URUSAN / BIDANG 
URUSAN PEMERINTAHAN 

DAERAH DAN 
PROGRAM/KEGIATAN 

INDIKATOR KINERJA 
PROGRAM / KEGIATAN 

RENCANA TAHUN 2027 

CATATAN 
PENTING 

PRAKIRAAN MAJU RENCANA 
TAHUN 2028 

LOKASI 

TARGET 

CAPAIAN 
KINERJA 

KEBUTUHAN DANA / 
PAGU INDIKATIF  

SUMBER DANA 

TARGET 

CAPAIAN 
KINERJA 

KEBUTUHAN DANA / 
PAGU INDIKATIF  

2 3 4 5 8 8 9 12 13 14 

4.01.01.2.06 
Administrasi Umum 
Perangkat Daerah 

Persentase pelaksanaan 
kegiatan administrasi 
umum perangkat daerah 

Kab. Lima 
Puluh Kota, 
Harau, 
Sarilamak 

100% 654,081,900 

Dana Alokasi Umum 
Pendapatan Asli 
Daerah, Pendapatan 
Bagi Hasil. 

Iku 
Sekretariat 
Daerah 

-             3,162,601,800  

4.01.01.2.07 
Pengadaan Barang Milik 
Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah 

Persentase ketersediaan 
barang milik daerah 
sesuai dengan 
perencanaan 

Kab. Lima 
Puluh Kota, 
Harau, 
Sarilamak 

100% 750,625,905 

Dana Alokasi Umum ,  
Pendapatan Asli 
Daerah , Pendapatan 
Bagi Hasil; 

Iku 
Sekretariat 
Daerah 

-             4,274,484,580  

4.01.01.2.08 
Penyediaan Jasa 
Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

Persentase ketersediaan 
jasa penunjang 
pemerintah daerah 

Kab. Lima 
Puluh Kota, 
Harau, 

Sarilamak 

100% 2,318,120,000 

Pendapatan Bagi 
Hasil,  Dana Alokasi 
Umum ,  Pendapatan 

Asli Daerah 

Iku 
Sekretariat 
Daerah 

-             5,473,717,350  

4.01.01.2.09 

Pemeliharaan Barang Milik 

Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

Persentase barang milik 
daerah dan berkondisi 
baik 

Kab. Lima 

Puluh Kota, 
Harau, 
Sarilamak 

100% 1,007,000,000 

DBH,  Pendapatan Asli 

Daerah ,  Dana Alokasi 
Umum , Pendapatan 
Bagi Hasil 

Iku 

Sekretariat 
Daerah 

-             6,228,794,140  

4.01.01.2.11 

Administrasi Keuangan 
dan Operasional Kepala 

Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah 

Persentase 
terlaksananya 
administrasi keuangan 
dan operasional KDH 

 Kab. Lima 
Puluh Kota, 

Harau, 
Sarilamak 

100% 939,676,473 

Dana Alokasi Umum ,  
Pendapatan Asli 

Daerah , Pendapatan 
Bagi Hasil 

Iku 

Sekretariat 
Daerah 

-                926,052,436  

4.01.01.2.12 

Fasilitasi 

Kerumahtanggaan 
Sekretariat Daerah 

Persentase terpenuhinya 
fasilitasi 
kerumahtanggan KDH, 
Wakil KDH dan SEKDA 

Kab. Lima 
Puluh Kota, 

Harau, 
Sarilamak 

100% 926,554,000 

Dana Alokasi Umum ,  
Pendapatan Asli 

Daerah , Pendapatan 
Bagi Hasil 

 Iku 

Sekretariat 
Daerah 

-             2,559,037,800  

4.01.01.2.13 Penataan Organisasi 

OPD yang memiliki 
dokumen analisis 
jabatan persentase OPD 
yang sesuai tugas pokok 
dan fungsi 

Kab. Lima 
Puluh Kota, 
Harau, 
Sarilamak 

100% 50,000,000 
Dana Alokasi Umum ,  
Pendapatan Asli 
Daerah 

Iku 
Sekretariat 
Daerah 

-                365,616,720  
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KODE 

URUSAN / BIDANG 
URUSAN PEMERINTAHAN 

DAERAH DAN 
PROGRAM/KEGIATAN 

INDIKATOR KINERJA 
PROGRAM / KEGIATAN 

RENCANA TAHUN 2027 

CATATAN 
PENTING 

PRAKIRAAN MAJU RENCANA 
TAHUN 2028 

LOKASI 

TARGET 

CAPAIAN 
KINERJA 

KEBUTUHAN DANA / 
PAGU INDIKATIF  

SUMBER DANA 

TARGET 

CAPAIAN 
KINERJA 

KEBUTUHAN DANA / 
PAGU INDIKATIF  

2 3 4 5 8 8 9 12 13 14 

4.01.01.2.14 
Pelaksanaan Protokol dan 
Komunikasi Pimpinan 

Terfasilitasi dan 
terlayaninya kegiatan 
KDH/WKDH 

Kab. Lima 
Puluh Kota, 
Harau, 

Sarilamak 

100% 1,049,999,800 Dana Alokasi Umum 
Iku 
Sekretariat 
Daerah 

-             2,200,000,000  

4.01.02 
PROGRAM 
PEMERINTAHAN DAN 
KESEJAHTERAAN RAKYAT 

Persentase 
terlaksananya 
koordinasi bidang 
kesejahteraan rakyat 

  100% 3,745,000,600 

    

-           10,486,314,695  

4.01.02.2.01 
Administrasi Tata 
Pemerintahan 

Persentase 
terlaksananya 
koordinasi bidang 
pemerintahan 

Kab. Lima 

Puluh Kota, 
Harau, 
Sarilamak 

100% 33,060,000 Dana Alokasi Umum 

 Iku 

Sekretariat 
Daerah 

-                203,667,144  

4.01.02.2.02 
Pelaksanaan Kebijakan 
Kesejahteraan Rakyat 

Persentase kegiatan 
terkait dengan 
kesejahteraan rakyat 
yang terkoordinasi 

Kab. Lima 

Puluh Kota, 
Harau, 
Sarilamak 

100% 3,610,000,000 

Dana Alokasi Umum , 
DBH,  Dana Alokasi 
Umum  yang 
ditentukan 

penggunaannya 
bidang kesehatan,  
Pendapatan Asli 
Daerah , Sisa lebih 

perhitungan anggaran 
sebelumnya 

Iku 
Sekretariat 
Daerah 

-             9,822,014,203  

4.01.02.2.03 
Fasilitasi dan Koordinasi 
Hukum 

Persentase pelaksanaan 
fasilitasi dan koordinasi 
hukum 

Kab. Lima 

Puluh Kota, 
Harau, 
Sarilamak 

100% 50,000,600 
Dana Alokasi Umum ,  
Pendapatan Asli 
Daerah 

Iku 
Sekretariat 
Daerah 

-                306,306,245  
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KODE 

URUSAN / BIDANG 
URUSAN PEMERINTAHAN 

DAERAH DAN 
PROGRAM/KEGIATAN 

INDIKATOR KINERJA 
PROGRAM / KEGIATAN 

RENCANA TAHUN 2027 

CATATAN 
PENTING 

PRAKIRAAN MAJU RENCANA 
TAHUN 2028 

LOKASI 

TARGET 

CAPAIAN 
KINERJA 

KEBUTUHAN DANA / 
PAGU INDIKATIF  

SUMBER DANA 

TARGET 

CAPAIAN 
KINERJA 

KEBUTUHAN DANA / 
PAGU INDIKATIF  

2 3 4 5 8 8 9 12 13 14 

4.01.02.2.04 
Fasilitasi Kerja Sama 
Daerah 

Persentase pelaksanaan 
fasilitasi kerjasama 
daerah 

 Kab. Lima 
Puluh Kota, 
Harau, 

Sarilamak 

100% 51,940,000 
Dana Alokasi Umum ,  
Pendapatan Asli 

Daerah 

Iku 
Sekretariat 

Daerah 

-                154,327,103  

4.01.03 
PROGRAM 
PEREKONOMIAN DAN 
PEMBANGUNAN 

Persentase 
terlaksananya 
koordinasi dan fasilitasi 
bidang perekonomian 

  100% 150,000,000 

    

-                857,520,000  

4.01.03.2.01 
Pelaksanaan Kebijakan 
Perekonomian 

Persentase 
terlaksananya 
koordinasi dan fasilitasi 
bidang perekonomian 

 Kab. Lima 
Puluh Kota, 
Harau, 

Sarilamak 

100% 30,000,000 Dana Alokasi Umum 
Iku 
Sekretariat 

Daerah 

-                196,358,597  

4.01.03.2.02 
Pelaksanaan Administrasi 
Pembangunan 

Persentase pelaksanaan 
pembangunan daerah 

 Kab. Lima 
Puluh Kota, 
Harau, 
Sarilamak 

100% 50,000,000 
Dana Alokasi Umum ,  
Pendapatan Asli 
Daerah 

Iku 
Sekretariat 
Daerah 

-                229,403,518  

4.01.03.2.03 
Pengelolaan Pengadaan 
Barang dan Jasa 

Persentase pengadaan 
barang jasa melalui 
aplikasi SPSE sesuai 
dengan peraturan 
perundang-undangan 
yang berlaku 

 Kab. Lima 
Puluh Kota, 
Harau, 

Sarilamak 

100% 50,000,000 
Dana Alokasi Umum ,  
Pendapatan Asli 
Daerah 

Iku 
Sekretariat 
Daerah 

-                260,766,480  
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KODE 

URUSAN / BIDANG 
URUSAN PEMERINTAHAN 

DAERAH DAN 
PROGRAM/KEGIATAN 

INDIKATOR KINERJA 
PROGRAM / KEGIATAN 

RENCANA TAHUN 2027 

CATATAN 
PENTING 

PRAKIRAAN MAJU RENCANA 
TAHUN 2028 

LOKASI 

TARGET 

CAPAIAN 
KINERJA 

KEBUTUHAN DANA / 
PAGU INDIKATIF  

SUMBER DANA 

TARGET 

CAPAIAN 
KINERJA 

KEBUTUHAN DANA / 
PAGU INDIKATIF  

2 3 4 5 8 8 9 12 13 14 

4.01.03.2.04 
Pemantauan Kebijakan 
Sumber Daya Alam 

Tersusunnya laporan 
sebagai penunjang 
kegiatan 

 Kab. Lima 
Puluh Kota, 
Harau, 

Sarilamak 

100% 20,000,000 Dana Alokasi Umum 
Iku 
Sekretariat 
Daerah 

-                170,991,405  

J U M L A H     29,404,625,705 
  

    53,532,234,695 
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BAB IV 
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 

Rencana Kerja Tahun 2027 mengacu pada RPJMD tahun 2025-2029 dan 
Renstra Sekretariat Daerah tahun 2025-2029. Adapun pencantuman 
nomenklatur program dan kegiatan mengacu kepada Permendagri Nomor 90 

Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 
2020. Selanjutnya penyempurnaan indikator kinerja sub kegiatan berdasarkan 

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 dan terakhir 
Kepmendagri Nomor 900.1.2850 Tahun 2025 tentang Perubahan atas 
Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi Validasi dan 

Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur 
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Program dan Kegiatan 
Sekretariat Daerah Tahun 2027 dikelompokkan dalam 1. Unsur, yaitu Unsur 

Pendukung Urusan Pemerintah dengan 3 Program, 20 Kegiatan dan 70 Sub 
Kegiatan seperti tercantum pada Tabel 3.4 pada bab III sebelumnya. Uraian 

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Sekretariat Daerah berikut target kinerja 
dan indikasi anggaran Tahun 2027 secara lengkap dapat dibaca pada tabel 4.1 
di halaman berikut: 
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Tabel 4. 1 RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENCANA KERJA OPD) 

SEKRETARIAT DAERAH KAB. LIMA PULUH KOTA 

NO KODE 

URUSAN / 

BIDANG URUSAN 
/ PROGRAM / 

OUTCOME / 

KEGIATAN / 

SUBKEGIATAN 
OUTPUT 

INDIKATOR 

TARGET 

AKHIR 

RENSTRA 

REALISASI 

2025 

PRAKIRAAN 

2026 

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 

KELM  

POK 

SASA
RAN 

PRAKIRAAN MAJU 2028 

PERANGKAT 

DAERAH 

PENANGGUNG 
JAWAB 

TARGET 

2027 

PAGU 

INDIKATIF 
LOKASI 

SUMBER 

DANA 

PRIORITAS 

TARGET 
PAGU 

INDIKATIF 
NASIONAL DAERAH 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 

  
SEKRETARIAT 

DAERAH 
  37,532,316,331 40,418,981,415  29,404,625,705       53,532,234,695  

 4 

UNSUR 
PENDUKUNG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

  37,532,316,331 40,418,981,415  29,404,625,705       53,532,234,695  

 4.01 
SEKRETARIAT 

DAERAH 
  37,532,316,331 40,418,981,415  29,404,625,705       53,532,234,695  

1. 4.01.01 

PROGRAM 

PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 
DAERAH 

KABUPATEN/ 

KOTA 

Persentase 

pelaksanaan 

urusan 
pemerintah 

daerah 

 25,993,736,107 27,208,611,515 100% 25,509,625,105      100% 42,188,400,000  

 4.01.01.2.01 

Perencanaan, 

Penganggaran, dan 

Evaluasi Kinerja 

Perangkat Daerah 

  235,539,336 54,511,900 100% 20,000,000     - 100% 1,594,694,669  

 4.01.01.2.01.0001 

Penyusunan 

Dokumen 

Perencanaan 
Perangkat Daerah 

              

  

Tersusunnya 

Dokumen 

Perencanaan 
Perangkat Daerah 

Jumlah 

Dokumen 
Perencanaan 

Perangkat 

Daerah 

5 dok 162,340,626 16,000,000 5 dok 10,000,000 

Provinsi 

Sumatera Barat 

|| Kab. Lima 
Puluh Kota || 

Kecamatan 

Harau || Desa 
Sarilamak || 1 

Dana 

Alokasi 

Umum 
(DAU) 

- 

Meningkatkan 
sumber daya 

manusia yang 

andal, sehat, 

produktif dan 
kompetitif 

"SAKATO 

ANDAL" 

 5 dok 854,528,036 
SEKRETARIAT 

DAERAH 

 4.01.01.2.01.0004 

Koordinasi dan 

Penyusunan DPA-

SKPD 
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NO KODE 

URUSAN / 

BIDANG URUSAN 
/ PROGRAM / 

OUTCOME / 

KEGIATAN / 
SUBKEGIATAN 

OUTPUT 

INDIKATOR 

TARGET 

AKHIR 

RENSTRA 

REALISASI 
2025 

PRAKIRAAN 
2026 

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 

KELM  

POK 
SASA

RAN 

PRAKIRAAN MAJU 2028 

PERANGKAT 

DAERAH 
PENANGGUNG 

JAWAB 

TARGET 

2027 

PAGU 

INDIKATIF 
LOKASI 

SUMBER 

DANA 

PRIORITAS 

TARGET 
PAGU 

INDIKATIF 
NASIONAL DAERAH 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 

  

Tersedianya 

Dokumen DPA-

SKPD dan Laporan 
Hasil Koordinasi 

Penyusunan 

Dokumen DPA-
SKPD 

Jumlah 

Dokumen 
DPA-SKPD dan 

Laporan Hasil 

Koordinasi 
Penyusunan 

Dokumen 

DPA-SKPD 

6 dok 73,198,710 38,511,900 6 dok 10,000,000 

Provinsi 

Sumatera Barat 

|| Kab. Lima 
Puluh Kota || 

Kecamatan 

Harau || Desa 
Sarilamak || 1 

Dana 

Alokasi 

Umum 
(DAU) 

- 

Meningkatk 
an sumber 

daya manusia 

yang andal, 
sehat, 

produktif dan 

kompetitif 
"SAKATO 

ANDAL" 

 6 dok 740,166,633 
SEKRETARIAT 

DAERAH 

 4.01.01.2.02 

Administrasi 

Keuangan 
Perangkat Daerah 

  14,552,748,972 16,600,685,242 100% 17,791,602,027     - 100% 15,348,400,505  

 4.01.01.2.02.0001 
Penyediaan Gaji 
dan Tunjangan 

ASN 

              

  
Tersedianya Gaji 
dan Tunjangan 

ASN 

Jumlah Orang 

yang 
Menerima Gaji 

dan Tunjangan 

ASN 

233 Org 14,420,355,614 16,369,804,942 233 Org 17,756,758,077 

Provinsi 

Sumatera Barat 

|| Kab. Lima 
Puluh Kota || 

Kecamatan 

Harau || Desa 
Sarilamak || 1 

Dana 

Alokasi 

Umum 
(DAU) 

- 

Meningkatk 
an sumber 

daya manusia 

yang andal, 
sehat, 

produktif dan 

kompetitif 
"SAKATO 

ANDAL" 

 166 Org 14,859,037,851 
SEKRETARIAT 

DAERAH 

 4.01.01.2.02.0003 

Pelaksanaan 

Penatausahaan 

danPengujian/Veri
fikasi Keuangan 

SKPD 

              

  

Terlaksananya 

Penatausahaan 

dan 
Pengujian/Verifika

si Keuangan SKPD 

Jumlah 

Dokumen 

Penatausahaa
n dan 

Pengujian/Veri

fikasi 
Keuangan 

SKPD 

78 dok 72,526,496 180,880,000 78 dok 20,000,050 

Provinsi 
Sumatera Barat 

|| Kab. Lima 

Puluh Kota || 
Kecamatan 

Harau || Desa 

Sarilamak || 1 

Dana 
Alokasi 

Umum 

(DAU) 

- 

Meningkatk 

an sumber 
daya manusia 

yang andal, 

sehat, 
produktif dan 

kompetitif 

"SAKATO 
ANDAL" 

 78 dok 252,112,100 
SEKRETARIAT 

DAERAH 

 4.01.01.2.02.0005 

Koordinasi dan 

Penyusunan 

Laporan Keuangan 
Akhir Tahun SKPD 
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NO KODE 

URUSAN / 

BIDANG URUSAN 
/ PROGRAM / 

OUTCOME / 

KEGIATAN / 
SUBKEGIATAN 

OUTPUT 

INDIKATOR 

TARGET 

AKHIR 

RENSTRA 

REALISASI 
2025 

PRAKIRAAN 
2026 

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 

KELM  

POK 
SASA

RAN 

PRAKIRAAN MAJU 2028 

PERANGKAT 

DAERAH 
PENANGGUNG 

JAWAB 

TARGET 

2027 

PAGU 

INDIKATIF 
LOKASI 

SUMBER 

DANA 

PRIORITAS 

TARGET 
PAGU 

INDIKATIF 
NASIONAL DAERAH 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 

  

Tersedianya 

Laporan Keuangan 
Akhir Tahun SKPD 

dan Laporan Hasil 

Koordinasi 
Penyusunan 

Laporan Keuangan 

Akhir Tahun SKPD 

Jumlah 

Laporan 

Keuangan 

Akhir Tahun 
SKPD dan 

Laporan Hasil 

Koordinasi 
Penyusunan 

Laporan 

Keuangan 
Akhir Tahun 

SKPD 

1 Lap 9,727,750 7,451,900 1 Lap 4,843,900 

Provinsi 

Sumatera Barat 

|| Kab. Lima 
Puluh Kota || 

Kecamatan 

Harau || Desa 
Sarilamak || 1 

Dana 

Alokasi 

Umum 
(DAU) 

- 

Meningkatk 
an sumber 

daya manusia 

yang andal, 
sehat, 

produktif dan 

kompetitif 
"SAKATO 

ANDAL" 

 1 Lap 87,250,554 
SEKRETARIAT 

DAERAH 

 4.01.01.2.02.0007 

Koordinasi dan 

Penyusunan 
Laporan Keuangan 

Bulanan/ 

Triwulanan/ 

Semesteran SKPD 

              

  

Tersedianya 

Laporan Keuangan 

Bulanan/Triwulan
an/Semesteran 

SKPD dan Laporan 

Koordinasi 
Penyusunan 

Laporan Keuangan 

Bulanan/Triwulan
an/Semesteran 

SKPD 

Jumlah 

Laporan 

Keuangan 

Bulanan/ 
Triwulanan/ 

Semesteran 

SKPD dan 
Laporan 

Koordinasi 

Penyusunan 
Laporan 

Keuangan 

Bulanan/ 
Triwulana n/ 

Semesteran 

SKPD 

16 Lap 47,198,112 42,548,400 16 Lap 10,000,000 

Provinsi 
Sumatera Barat 

|| Kab. Lima 

Puluh Kota || 
Kecamatan 

Harau || Desa 

Sarilamak || 1 

Dana 
Alokasi 

Umum 

(DAU) 

- 

Meningkatk 

an sumber 
daya manusia 

yang andal, 

sehat, 
produktif dan 

kompetitif 

"SAKATO 
ANDAL" 

 16 Lap 150,000,000 
SEKRETARIAT 

DAERAH 

 4.01.01.2.02.0008 

Penyusunan 

Pelaporan dan 

Analisis Prognosis 
Realisasi Anggaran 
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NO KODE 

URUSAN / 

BIDANG URUSAN 
/ PROGRAM / 

OUTCOME / 

KEGIATAN / 
SUBKEGIATAN 

OUTPUT 

INDIKATOR 

TARGET 

AKHIR 

RENSTRA 

REALISASI 
2025 

PRAKIRAAN 
2026 

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 

KELM  

POK 
SASA

RAN 

PRAKIRAAN MAJU 2028 

PERANGKAT 

DAERAH 
PENANGGUNG 

JAWAB 

TARGET 

2027 

PAGU 

INDIKATIF 
LOKASI 

SUMBER 

DANA 

PRIORITAS 

TARGET 
PAGU 

INDIKATIF 
NASIONAL DAERAH 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 

  

Tersedianya 

Pelaporan dan 

Analisis Prognosis 
Realisasi Anggaran 

Jumlah 

dokumen 

Pelaporan dan 
Analisis 

Prognosis 

Realisasi 
Anggaran 

1 dok 2,941,000 0      

Meningkatk 
an sumber 

daya manusia 

yang andal, 
sehat, 

produktif dan 

kompetitif 
"SAKATO 

ANDAL" 

 -  
SEKRETARIAT 

DAERAH 

 4.01.01.2.03 

Administrasi 
Barang Milik 

Daerah pada 

Perangkat Daerah 

  19,864,500 0 100% 1,965,000     - 100% 55,000,000  

 4.01.01.2.03.0005 

Rekonsiliasi dan 

Penyusunan 

Laporan Barang 
Milik Daerah pada 

SKPD 

              

  

Terlaksananya 

Rekonsiliasi dan 

Penyusunan 
Laporan Barang 

Milik Daerah pada 

SKPD 

Jumlah 

Laporan 

Rekonsiliasi 
dan 

Penyusunan 

Laporan 
Barang Milik 

Daerah pada 

SKPD 

4 Lap 19,864,500 0 4 Lap 1,965,000 

Provinsi 

Sumatera Barat 
|| Kab. Lima 

Puluh Kota || 

Kecamatan 
Harau || Desa 

Sarilamak || 1 

Dana 

Alokasi 
Umum 

(DAU) 

- 

Meningkatk 

an 
infrastruktur 

strategis yang 

berkel anjutan 
"SAKATO 

KUAT" 

 4 lap 55,000,000 
SEKRETARIAT 
DAERAH 

 4.01.01.2.06 

Administrasi 

Umum Perangkat 

Daerah 

  925,184,674 868,233,200 100% 654,081,900     - 100% 3,162,601,800  

 4.01.01.2.06.0001 

Penyediaan 
Komponen 

Instalasi 

Listrik/Peneranga
n Bangunan 

Kantor 

              

  

Tersedianya 

Komponen 

Instalasi 
Listrik/Peneranga

n Bangunan 

Kantor 

Jumlah Paket 
Komponen 

Instalasi 

Listrik/Penera
ngan 

Bangunan 

Kantor yang 

Disediakan 

2 Paket 104,943,740 86,811,000 2 Paket 2,000,000 

Provinsi 

Sumatera Barat 
|| Kab. Lima 

Puluh Kota || 

Kecamatan 
Harau || Desa 

Sarilamak || 1 

Dana 

Alokasi 
Umum 

(DAU) 

- 

Meningkatk 

an 
infrastruktur 

strategis yang 

berkel anjutan 
"SAKATO 

KUAT" 

 2 Paket 327,601,800 
SEKRETARIAT 
DAERAH 



 

Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2027                                                                                                                         
 48 

 
 

NO KODE 

URUSAN / 

BIDANG URUSAN 
/ PROGRAM / 

OUTCOME / 

KEGIATAN / 
SUBKEGIATAN 

OUTPUT 

INDIKATOR 

TARGET 

AKHIR 

RENSTRA 

REALISASI 
2025 

PRAKIRAAN 
2026 

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 

KELM  

POK 
SASA

RAN 

PRAKIRAAN MAJU 2028 

PERANGKAT 

DAERAH 
PENANGGUNG 

JAWAB 

TARGET 

2027 

PAGU 

INDIKATIF 
LOKASI 

SUMBER 

DANA 

PRIORITAS 

TARGET 
PAGU 

INDIKATIF 
NASIONAL DAERAH 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 

 4.01.01.2.06.0005 

Penyediaan Barang 

Cetakan dan 
Penggandaan 

              

  

Tersedianya 

Barang Cetakan 
dan Penggandaan 

Jumlah Paket 
Barang 

Cetakan dan 

Penggandaan 

yang 
Disediakan 

12 Pkt 60,208,216 40,000,000 2 Pkt 1,999,900 

Provinsi 

Sumatera Barat 

|| Kab. Lima 

Puluh Kota || 
Kecamatan 

Harau || Desa 

Sarilamak || 1 

Dana 

Alokasi 

Umum 

(DAU) 

- 

Meningkatk 
an sumber 

daya manusia 

yang andal, 

sehat, 
produktif dan 

kompetitif 

"SAKATO 
ANDAL" 

 12 Pkt 60,000,000 
SEKRETARIAT 

DAERAH 

 4.01.01.2.06.0008 
Fasilitasi 

Kunjungan Tamu 
              

  
Terlaksananya 
Fasilitasi 

Kunjungan Tamu 

Jumlah 

Laporan 
Fasilitasi 

Kunjungan 

Tamu 

12 Lap 427,787,928 293,418,200 12 Lap 500,000,000 
Kab. Lima 

Puluh Kota 

Dana 

Alokasi 

Umum 
(DAU) 

- 

Meningkatk 

an sumber 

daya manusia 

yang andal, 
sehat, 

produktif dan 

kompetitif 
"SAKATO 

ANDAL" 

 12 Lap 1,500,000,000 
SEKRETARIAT 

DAERAH 

 4.01.01.2.06.0009 

Penyelenggaraan 

Rapat Koordinasi 

dan Konsultasi 
SKPD 

              

  

Terlaksananya 

Penyelenggaraan 

Rapat Koordinasi 

dan Konsultasi 
SKPD 

Jumlah 
Laporan 

Penyelenggara

an Rapat 

Koordinasi dan 
Konsultasi 

SKPD 

1 Lap 280,398,640 448,004,000 1 Lap 150,082,000 
Kab. Lima 

Puluh Kota 

Dana 
Alokasi 

Umum 

(DAU) 

- 

Meningkatk 

an sumber 
daya manusia 

yang andal, 

sehat, 

produktif dan 
kompetitif 

"SAKATO 

ANDAL" 

 1 Lap 1,200,000,000 
SEKRETARIAT 

DAERAH 

 4.01.01.2.06.0010 

Penatausahaan 

Arsip Dinamis 
pada SKPD 
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NO KODE 

URUSAN / 

BIDANG URUSAN 
/ PROGRAM / 

OUTCOME / 

KEGIATAN / 
SUBKEGIATAN 

OUTPUT 

INDIKATOR 

TARGET 

AKHIR 

RENSTRA 

REALISASI 
2025 

PRAKIRAAN 
2026 

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 

KELM  

POK 
SASA

RAN 

PRAKIRAAN MAJU 2028 

PERANGKAT 

DAERAH 
PENANGGUNG 

JAWAB 

TARGET 

2027 

PAGU 

INDIKATIF 
LOKASI 

SUMBER 

DANA 

PRIORITAS 

TARGET 
PAGU 

INDIKATIF 
NASIONAL DAERAH 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 

  

Terlaksananya 

Penatausahaan 

Arsip Dinamis 
pada SKPD 

Jumlah 
Dokumen 

Penatausahaa

n Arsip 
Dinamis pada 

SKPD 

10 dok 51,846,150 0 10 dok 0 

Provinsi 

Sumatera Barat 

|| Kab. Lima 
Puluh Kota || 

Kecamatan 

Harau || Desa 
Sarilamak || 1 

Dana 

Alokasi 

Umum 
(DAU) 

- 

Meningkatk 
an sumber 

daya manusia 

yang andal, 
sehat, 

produktif dan 

kompetitif 
"SAKATO 

ANDAL" 

 10 dok 75,000,000 
SEKRETARIAT 

DAERAH 

 4.01.01.2.07 

Pengadaan Barang 

Milik Daerah 

Penunjang Urusan 

Pemerintah Daerah 

  877,590,470 1,087,089,000 100% 750,625,905     - 100% 4,274,484,580  

 4.01.01.2.07.0001 

Pengadaan 

Kendaraan 
Perorangan Dinas 

atau Kendaraan 

Dinas Jabatan 

              

  

Tersedianya 
Kendaraan 

Perorangan Dinas 

atau Kendaraan 
Dinas Jabatan 

Jumlah Unit 
Kendaraan 

Perorangan 

Dinas atau 
Kendaraan 

Dinas Jabatan 

yang 
Disediakan 

2 Unit 0 0 2 Unit 2,000,000 

Provinsi 

Sumatera Barat 
|| Kab. Lima 

Puluh Kota || 

Kecamatan 
Harau || Desa 

Sarilamak || 1 

Dana 

Alokasi 
Umum 

(DAU) 

- 

Meningkatk 

an 
infrastruktur 

strategis yang 

berkel anjutan 
"SAKATO 

KUAT" 

 0 0 
SEKRETARIAT 
DAERAH 

 4.01.01.2.07.0002 

Pengadaan 

Kendaraan Dinas 
Operasional atau 

Lapangan 

              

  

Tersedianya 

Kendaraan Dinas 
Operasional atau 

Lapangan 

Jumlah Unit 

Kendaraan 
Dinas 

Operasional 

atau Lapangan 
yang 

Disediakan 

3 unit 0 0 14 Unit 2,000,000 

Provinsi 

Sumatera Barat 
|| Kab. Lima 

Puluh Kota || 

Kecamatan 
Harau || Desa 

Sarilamak || 1 

Dana 

Alokasi 
Umum 

(DAU) 

- 

Meningkatk 

an 
infrastruktur 

strategis yang 

berkel anjutan 
"SAKATO 

KUAT" 

 30 unit 110,000,000 
SEKRETARIAT 
DAERAH 

 4.01.01.2.07.0007 
Pengadaan Aset 
Tetap Lainnya 
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NO KODE 

URUSAN / 

BIDANG URUSAN 
/ PROGRAM / 

OUTCOME / 

KEGIATAN / 
SUBKEGIATAN 

OUTPUT 

INDIKATOR 

TARGET 

AKHIR 

RENSTRA 

REALISASI 
2025 

PRAKIRAAN 
2026 

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 

KELM  

POK 
SASA

RAN 

PRAKIRAAN MAJU 2028 

PERANGKAT 

DAERAH 
PENANGGUNG 

JAWAB 

TARGET 

2027 

PAGU 

INDIKATIF 
LOKASI 

SUMBER 

DANA 

PRIORITAS 

TARGET 
PAGU 

INDIKATIF 
NASIONAL DAERAH 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 

  
Tersedianya Aset 

Tetap Lainnya 

Jumlah Unit 
Aset Tetap 

Lainnya yang 

Disediakan 

1 Unit 0 0 1 Unit 744,625,905 

Provinsi 
Sumatera Barat 

|| Kab. Lima 

Puluh Kota || 
Kecamatan 

Harau || Desa 

Sarilamak || 1 

Dana 
Alokasi 

Umum 

(DAU) 

- 

Meningkatk 
an 

infrastruktur 

strategis yang 
berkel anjutan 

"SAKATO 

KUAT" 

 1 Unit 3,500,000,000 
SEKRETARIAT 

DAERAH 

 4.01.01.2.07.0010 

Pengadaan Sarana 
dan Prasarana 

Gedung Kantor 

atau Bangunan 
Lainnya 

              

  

Tersedianya 

Sarana dan 
Prasarana Gedung 

Kantor atau 

Bangunan Lainnya 

Jumlah Unit 

Sarana dan 
Prasarana 

Gedung Kantor 

atau 
Bangunan 

Lainnya yang 

Disediakan 

9 Unit 877,590,470 1,087,089,000 30 Unit 2,000,000 

Provinsi 

Sumatera Barat 

|| Kab. Lima 
Puluh Kota || 

Kecamatan 

Harau || Desa 
Sarilamak || 1 

Dana 

Alokasi 

Umum 
(DAU) 

- 

Meningkatk 

an 

infrastruktur 
strategis yang 

berkel anjutan 

"SAKATO 
KUAT" 

 1 unit 664,484,580 
SEKRETARIAT 

DAERAH 

 4.01.01.2.08 

Penyediaan Jasa 

Penunjang Urusan 

Pemerintahan 
Daerah 

  3,125,432,129 2,678,905,200 100% 2,318,120,000     - 100% 5,473,717,350  

 4.01.01.2.08.0001 
Penyediaan Jasa 

Surat Menyurat 
     0         

  

Terlaksananya 

Penyediaan Jasa 

Surat Menyurat 

Jumlah 
Laporan 

Penyediaan 

Jasa Surat 
Menyurat 

1 Lap 5,000,000 0 1 Lap 0 

Provinsi 

Sumatera Barat 
|| Kab. Lima 

Puluh Kota || 

Kecamatan 
Harau || Desa 

Sarilamak || 1 

Dana 

Alokasi 
Umum 

(DAU) 

- 

Meningkatk 

an sumber 

daya manusia 
yang andal, 

sehat, 

produktif dan 
kompetitif 

"SAKATO 

ANDAL" 

 1 Lap 275,000,000 
SEKRETARIAT 
DAERAH 
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NO KODE 

URUSAN / 

BIDANG URUSAN 
/ PROGRAM / 

OUTCOME / 

KEGIATAN / 
SUBKEGIATAN 

OUTPUT 

INDIKATOR 

TARGET 

AKHIR 

RENSTRA 

REALISASI 
2025 

PRAKIRAAN 
2026 

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 

KELM  

POK 
SASA

RAN 

PRAKIRAAN MAJU 2028 

PERANGKAT 

DAERAH 
PENANGGUNG 

JAWAB 

TARGET 

2027 

PAGU 

INDIKATIF 
LOKASI 

SUMBER 

DANA 

PRIORITAS 

TARGET 
PAGU 

INDIKATIF 
NASIONAL DAERAH 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 

 4.01.01.2.08.0002 

Penyediaan Jasa 
Komunikasi, 

Sumber Daya Air 

dan Listrik 

              

  

Tersedianya Jasa 
Komunikasi, 

Sumber Daya Air 

dan Listrik 

Jumlah 

Laporan 
Penyediaan 

Jasa 

Komunikasi, 
Sumber Daya 

Air dan Listrik 

yang 

Disediakan 

12 Lap 691,610,104 670,500,000 12 Lap 700,000,000 
Kab. Lima 

Puluh Kota 

Dana 
Alokasi 

Umum 

(DAU) 

- 

Meningkatk 

an sumber 
daya manusia 

yang andal, 

sehat, 
produktif dan 

kompetitif 

"SAKATO 

ANDAL" 

 12 Lap 1,200,000,000 
SEKRETARIAT 

DAERAH 

 4.01.01.2.08.0003 

Penyediaan Jasa 

Peralatan dan 
Perlengkapan 

Kantor 

              

  

Tersedianya Jasa 

Peralatan dan 
Perlengkapan 

Kantor 

Jumlah Paket 

Penyediaan 
Jasa Peralatan 

dan 

Perlengkapan 
Kantor yang 

Disediakan 

2 pkt 96,527,870 105,741,700 2 pkt 2,000,000 

Provinsi 

Sumatera Barat 
|| Kab. Lima 

Puluh Kota || 

Kecamatan 
Harau || Desa 

Sarilamak || 1 

Dana 

Alokasi 
Umum 

(DAU) 

- 

Meningkatk 

an 
infrastruktur 

strategis yang 

berkel anjutan 
"SAKATO 

KUAT" 

 2 pkt 150,000,000 
SEKRETARIAT 
DAERAH 

 4.01.01.2.08.0004 

Penyediaan Jasa 

Pelayanan Umum 

Kantor 

              

  

Tersedianya Jasa 

Pelayanan Umum 
Kantor 

Jumlah 

Laporan 

Penyediaan 
Jasa 

Pelayanan 

Umum Kantor 

yang 
Disediakan 

1 Lap 2,332,294,155 1,902,663,500 1 Lap 1,616,120,000 

Provinsi 
Sumatera Barat 

|| Kab. Lima 

Puluh Kota || 
Kecamatan 

Harau || Desa 

Sarilamak || 1 

Dana 
Alokasi 

Umum 

(DAU) 

- 

Meningkatk 

an sumber 
daya manusia 

yang andal, 

sehat, 
produktif dan 

kompetitif 

"SAKATO 

ANDAL" 

 1 Lap 3,848,717,350 
SEKRETARIAT 

DAERAH 

 4.01.01.2.09 

Pemeliharaan 

Barang Milik 

Daerah Penunjang 
Urusan 

Pemerintahan 

Daerah 

  2,730,401,884 2,232,366,700 100% 1,007,000,000     - 100% 6,228,794,140  
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NO KODE 

URUSAN / 

BIDANG URUSAN 
/ PROGRAM / 

OUTCOME / 

KEGIATAN / 
SUBKEGIATAN 

OUTPUT 

INDIKATOR 

TARGET 

AKHIR 

RENSTRA 

REALISASI 
2025 

PRAKIRAAN 
2026 

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 

KELM  

POK 
SASA

RAN 

PRAKIRAAN MAJU 2028 

PERANGKAT 

DAERAH 
PENANGGUNG 

JAWAB 

TARGET 

2027 

PAGU 

INDIKATIF 
LOKASI 

SUMBER 

DANA 

PRIORITAS 

TARGET 
PAGU 

INDIKATIF 
NASIONAL DAERAH 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 

 4.01.01.2.09.0001 

Penyediaan Jasa 

Pemeliharaan, 
Biaya 

Pemeliharaan, dan 

Pajak Kendaraan 

Perorangan Dinas 
atau Kendaraan 

Dinas Jabatan 

              

  

Tersedianya Jasa 

Pemeliharaan, 
Biaya 

Pemeliharaan dan 

Pajak Kendaraan 
Perorangan Dinas 

atau Kendaraan 

Dinas Jabatan 

Jumlah 

Kendaraan 

Perorangan 
Dinas atau 

Kendaraan 

Dinas Jabatan 
yang 

Dipelihara dan 

dibayarkan 
Pajaknya 

7 Unit 229,342,312 251,350,000 7 Unit 250,000,000 
Kab. Lima 

Puluh Kota 

Dana 

Alokasi 

Umum 
(DAU) 

- 

Meningkatk 

an 

infrastruktur 
strategis yang 

berkel anjutan 

"SAKATO 
KUAT" 

 7 Unit 500,000,000 
SEKRETARIAT 

DAERAH 

 4.01.01.2.09.0002 

Penyediaan Jasa 

Pemeliharaan, 
Biaya 

Pemeliharaan, 

Pajak dan 
Perizinan 

Kendaraan Dinas 

Operasional atau 

Lapangan 

              

  

Tersedianya Jasa 

Pemeliharaan, 

Biaya 
Pemeliharaan, 

Pajak dan 

Perizinan 
Kendaraan Dinas 

Operasional atau 

Lapangan 

Jumlah 
Kendaraan 

Dinas 

Operasional 

atau Lapangan 
yang 

Dipelihara dan 

dibayarkan 
Pajak dan 

Perizinannya 

176 Unit 1,050,309,623 811,150,000 132 Unit 750,000,000 
Kab. Lima 
Puluh Kota 

Dana 

Alokasi 
Umum 

(DAU) 

- 

Meningkatk 

an 
infrastruktur 

strategis yang 

berkel anjutan 
"SAKATO 

KUAT" 

 146 unit 2,500,000,000 
SEKRETARIAT 
DAERAH 

 4.01.01.2.09.0005 
Pemeliharaan 

Mebel 
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NO KODE 

URUSAN / 

BIDANG URUSAN 
/ PROGRAM / 

OUTCOME / 

KEGIATAN / 
SUBKEGIATAN 

OUTPUT 

INDIKATOR 

TARGET 

AKHIR 

RENSTRA 

REALISASI 
2025 

PRAKIRAAN 
2026 

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 

KELM  

POK 
SASA

RAN 

PRAKIRAAN MAJU 2028 

PERANGKAT 

DAERAH 
PENANGGUNG 

JAWAB 

TARGET 

2027 

PAGU 

INDIKATIF 
LOKASI 

SUMBER 

DANA 

PRIORITAS 

TARGET 
PAGU 

INDIKATIF 
NASIONAL DAERAH 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 

  

Terlaksananya 

Pemeliharaan 
Mebel 

Jumlah Mebel 

yang 
Dipelihara 

pkt 17,800,000 0 1 pkt 2,000,000 

Provinsi 
Sumatera Barat 

|| Kab. Lima 

Puluh Kota || 
Kecamatan 

Harau || Desa 

Sarilamak || 1 

Dana 
Alokasi 

Umum 

(DAU) 

- 

Meningkatk 
an 

infrastruktur 

strategis yang 
berkel anjutan 

"SAKATO 

KUAT" 

 1 pkt 67,926,735 
SEKRETARIAT 

DAERAH 

 4.01.01.2.09.0006 

Pemeliharaan 

Peralatan dan 

Mesin Lainnya 

              

  

Terlaksananya 
Pemeliharaan 

Peralatan dan 

Mesin Lainnya 

Jumlah 

Peralatan dan 

Mesin Lainnya 
yang 

Dipelihara 

1 pkt 69,498,875 143,380,700 1 pkt 2,000,000 

Provinsi 
Sumatera Barat 

|| Kab. Lima 

Puluh Kota || 
Kecamatan 

Harau || Desa 

Sarilamak || 1 

Dana 
Alokasi 

Umum 

(DAU) 

- 

Meningkatk 
an 

infrastruktur 

strategis yang 
berkel anjutan 

"SAKATO 

KUAT" 

 1 pkt 375,867,405 
SEKRETARIAT 

DAERAH 

 4.01.01.2.09.0009 

Pemeliharaan/Reh

abilitasi Gedung 
Kantor dan 

Bangunan Lainnya 

              

  

Terlaksananya 

Pemeliharaan/Reh

abilitasi Gedung 

Kantor dan 
Bangunan Lainnya 

Jumlah 

Gedung Kantor 

dan Bangunan 
Lainnya yang 

Dipelihara/Dir

ehabilitasi 

4 Unit 269,534,327 1,026,486,000 4 Unit 1,000,000 

Provinsi 
Sumatera Barat 

|| Kab. Lima 

Puluh Kota || 

Kecamatan 
Harau || Desa 

Sarilamak || 1 

Dana 

Alokasi 
Umum 

(DAU) 

- 

Meningkatk 
an 

infrastruktur 

strategis yang 

berkel anjutan 
"SAKATO 

KUAT" 

 2 unit 1,500,000,000 
SEKRETARIAT 
DAERAH 

 4.01.01.2.09.0010 

Pemeliharaan/Reh
abilitasi Sarana 

dan Prasarana 

Gedung Kantor 
atau Bangunan 

Lainnya 
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NO KODE 

URUSAN / 

BIDANG URUSAN 
/ PROGRAM / 

OUTCOME / 

KEGIATAN / 
SUBKEGIATAN 

OUTPUT 

INDIKATOR 

TARGET 

AKHIR 

RENSTRA 

REALISASI 
2025 

PRAKIRAAN 
2026 

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 

KELM  

POK 
SASA

RAN 

PRAKIRAAN MAJU 2028 

PERANGKAT 

DAERAH 
PENANGGUNG 

JAWAB 

TARGET 

2027 

PAGU 

INDIKATIF 
LOKASI 

SUMBER 

DANA 

PRIORITAS 

TARGET 
PAGU 

INDIKATIF 
NASIONAL DAERAH 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 

  

Terlaksananya 
Pemeliharaan/Reh

abilitasi Sarana 

dan Prasarana 
Gedung Kantor 

atau Bangunan 

Lainnya 

Jumlah 

Sarana dan 
Prasarana 

Gedung Kantor 

atau 
Bangunan 

Lainnya yang 

Dipelihara/ 
Direhabilitasi 

3 Unit 251,342,940 0 0 Unit 0 

Provinsi 
Sumatera Barat 

|| Kab. Lima 

Puluh Kota || 
Kecamatan 

Harau || Desa 

Sarilamak || 1 

Dana 
Alokasi 

Umum 

(DAU) 

- 

Meningkatk 
an 

infrastruktur 

strategis yang 
berkel anjutan 

"SAKATO 

KUAT" 

 3 unit 500,000,000 
SEKRETARIAT 

DAERAH 

 4.01.01.2.09.0011 

Pemeliharaan/Reh

abilitasi Sarana 
dan Prasarana 

Pendukung 

Gedung Kantor 
atau Bangunan 

Lainnya 

              

  

Terlaksananya 

Pemeliharaan/Reh
abilitasi Sarana 

dan Prasarana 

Pendukung 

Gedung Kantor 
atau Bangunan 

Lainnya 

Jumlah 

Sarana dan 

Prasarana 
Pendukung 

Gedung Kantor 

atau 

Bangunan 
Lainnya yang 

Dipelihara/ 

Direhabilitasi 

6 Unit 837,128,607 0 6 Unit 2,000,000 

Provinsi 

Sumatera Barat 

|| Kab. Lima 

Puluh Kota || 
Kecamatan 

Harau || Desa 

Sarilamak || 1 

Dana 

Alokasi 

Umum 

(DAU) 

- 

Meningkatk 

an 

infrastruktur 

strategis yang 
berkel anjutan 

"SAKATO 

KUAT" 

 6 Unit 750,000,000 
SEKRETARIAT 

DAERAH 

 4.01.01.2.09.0012 
Pemeliharaan/ 

Rehabilitasi Tanah 
              

  
Terlaksananya 
Pemeliharaan/Reh

abilitasi Tanah 

Luas Tanah 

yang 
Dilakukan 

Pemeliharaan/ 

Rehabilitasi 

5 paket 5,445,200 0 0 0 

Provinsi 

Sumatera Barat 

|| Kab. Lima 
Puluh Kota || 

Kecamatan 

Harau || Desa 
Sarilamak || 1 

Dana 

Alokasi 

Umum 
(DAU) 

- 

Meningkatk 

an 

infrastruktur 
strategis yang 

berkel anjutan 

"SAKATO 
KUAT" 

 6  paket 35,000,000 
SEKRETARIAT 

DAERAH 

 4.01.01.2.11 

Administrasi 
Keuangan dan 

Operasional Kepala 

Daerah dan Wakil 
Kepala Daerah 

  832,868,335 989,676,473 100% 939,676,473     - 100% 926,052,436  

 4.01.01.2.11.0001 

Penyediaan Gaji 

dan Tunjangan 

Kepala Daerah dan 
Wakil Kepala 

Daerah 
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NO KODE 

URUSAN / 

BIDANG URUSAN 
/ PROGRAM / 

OUTCOME / 

KEGIATAN / 
SUBKEGIATAN 

OUTPUT 

INDIKATOR 

TARGET 

AKHIR 

RENSTRA 

REALISASI 
2025 

PRAKIRAAN 
2026 

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 

KELM  

POK 
SASA

RAN 

PRAKIRAAN MAJU 2028 

PERANGKAT 

DAERAH 
PENANGGUNG 

JAWAB 

TARGET 

2027 

PAGU 

INDIKATIF 
LOKASI 

SUMBER 

DANA 

PRIORITAS 

TARGET 
PAGU 

INDIKATIF 
NASIONAL DAERAH 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 

  

Tersedianya Gaji 

dan Tunjangan 

Kepala Daerah dan 
Wakil Kepala 

Daerah 

Jumlah Orang 
yang 

Menerima Gaji 

dan Tunjangan 
Kepala Daerah 

dan Wakil 

Kepala Daerah 

2 Org 209,530,167 176,673,573 2 Org 176,673,573 
Kab. Lima 

Puluh Kota 

Dana 
Alokasi 

Umum 

(DAU) 

- 

Meningkatk 

an sumber 
daya manusia 

yang andal, 

sehat, 
produktif dan 

kompetitif 

"SAKATO 
ANDAL" 

 2 org 176,052,436 
SEKRETARIAT 

DAERAH 

 4.01.01.2.11.0002 

Penyediaan 

Pakaian Dinas dan 
Atribut 

Kelengkapan 

Kepala Daerah dan 
Wakil Kepala 

Daerah 

              

  

Tersedianya 
Pakaian Dinas dan 

Atribut 

Kelengkapan 

Kepala Daerah dan 
Wakil Kepala 

Daerah 

Jumlah Paket 

Pakaian Dinas 
dan Atribut 

Kelengkapan 

Kepala Daerah 

dan Wakil 
Kepala Daerah 

yang 

Disediakan 

2 Paket 178,112,068 163,000,000 2 Paket 2,000,000 

Provinsi 
Sumatera Barat 

|| Kab. Lima 

Puluh Kota || 

Kecamatan 
Harau || Desa 

Sarilamak || 1 

Dana 

Alokasi 
Umum 

(DAU) 

- 

Meningkatk 

an sumber 
daya manusia 

yang andal, 

sehat, 

produktif dan 
kompetitif 

"SAKATO 

ANDAL" 

 2 Paket 250,000,000 
SEKRETARIAT 
DAERAH 

 4.01.01.2.11.0003 

Pelaksanaan 

Medical Check Up 
Kepala Daerah dan 

Wakil Kepala 

Daerah 

              

  

Terlaksananya 

Medical Check Up 
Kepala Daerah dan 

Wakil Kepala 

Daerah 

Jumlah Orang 

yang 
Mengikuti 

Medical Check 

Up Kepala 
Daerah dan 

Wakil Kepala 

Daerah 

2 Orang 34,913,100 50,002,900 2 Orang 50,002,900 

Provinsi 

Sumatera Barat 

|| Kab. Lima 
Puluh Kota || 

Kecamatan 

Harau || Desa 
Sarilamak || 1 

Dana 

Alokasi 

Umum 
(DAU) 

- 

Meningkatk 
an sumber 

daya manusia 

yang andal, 
sehat, 

produktif dan 

kompetitif 
"SAKATO 

ANDAL" 

 2 org 100,000,000 
SEKRETARIAT 

DAERAH 

 4.01.01.2.11.0004 

Penyediaan Dana 

Penunjang 

Operasional Kepala 
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NO KODE 

URUSAN / 

BIDANG URUSAN 
/ PROGRAM / 

OUTCOME / 

KEGIATAN / 
SUBKEGIATAN 

OUTPUT 

INDIKATOR 

TARGET 

AKHIR 

RENSTRA 

REALISASI 
2025 

PRAKIRAAN 
2026 

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 

KELM  

POK 
SASA

RAN 

PRAKIRAAN MAJU 2028 

PERANGKAT 

DAERAH 
PENANGGUNG 

JAWAB 

TARGET 

2027 

PAGU 

INDIKATIF 
LOKASI 

SUMBER 

DANA 

PRIORITAS 

TARGET 
PAGU 

INDIKATIF 
NASIONAL DAERAH 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 

Daerah dan Wakil 

Kepala Daerah 

  

Tersedianya Dana 

Penunjang 
Operasional Kepala 

Daerah dan Wakil 

Kepala Daerah 

Jumlah Orang 

yang Menerima 
Dana 

Penunjang 

Operasional 

Kepala Daerah 
dan Wakil 

Kepala Daerah 

2 Org 410,313,000 600,000,000 2 Org 711,000,000 

Provinsi 

Sumatera Barat 

|| Kab. Lima 
Puluh Kota || 

Kecamatan 

Harau || Desa 

Sarilamak || 1 

Dana 

Alokasi 

Umum 

(DAU) 

- 

Meningkatk 
an sumber 

daya manusia 

yang andal, 
sehat, 

produktif dan 

kompetitif 

"SAKATO 
ANDAL" 

 2 org 400,000,000 
SEKRETARIAT 

DAERAH 

 4.01.01.2.12 
Fasilitasi 
Kerumahtanggaan 

Sekretariat Daerah 

  1,180,454,922 1,266,995,900 100% 926,554,000     - 100% 2,559,037,800  

 4.01.01.2.12.0001 

Penyediaan 

Kebutuhan Rumah 

Tangga Kepala 

Daerah 

              

  

Tersedianya 

Kebutuhan Rumah 

Tangga Kepala 
Daerah 

Jumlah Paket 
Kebutuhan 

Rumah Tangga 

Kepala Daerah 
yang 

Disediakan 

12 Pkt 401,826,776 538,999,350 12 Pkt 318,840,000 

Provinsi 

Sumatera Barat 

|| Kab. Lima 
Puluh Kota || 

Kecamatan 

Harau || Desa 
Sarilamak || 1 

Dana 

Alokasi 

Umum 
(DAU) 

- 

Meningkatk 

an sumber 

daya manusia 

yang andal, 
sehat, 

produktif dan 

kompetitif 
"SAKATO 

ANDAL" 

 1 Pkt 1,000,000,000 
SEKRETARIAT 

DAERAH 

 4.01.01.2.12.0002 

Penyediaan 
Kebutuhan Rumah 

Tangga Wakil 

Kepala Daerah 
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NO KODE 

URUSAN / 

BIDANG URUSAN 
/ PROGRAM / 

OUTCOME / 

KEGIATAN / 
SUBKEGIATAN 

OUTPUT 

INDIKATOR 

TARGET 

AKHIR 

RENSTRA 

REALISASI 
2025 

PRAKIRAAN 
2026 

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 

KELM  

POK 
SASA

RAN 

PRAKIRAAN MAJU 2028 

PERANGKAT 

DAERAH 
PENANGGUNG 

JAWAB 

TARGET 

2027 

PAGU 

INDIKATIF 
LOKASI 

SUMBER 

DANA 

PRIORITAS 

TARGET 
PAGU 

INDIKATIF 
NASIONAL DAERAH 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 

  

Terlaksananya 
Penyediaan 

Kebutuhan Rumah 

Tangga Wakil 
Kepala Daerah 

Jumlah Paket 

Kebutuhan 

Rumah Tangga 
Wakil Kepala 

Daerah yang 

Disediakan 

12 Pkt 249,280,272 380,997,550 12 Pkt 280,000,000 

Provinsi 

Sumatera Barat 
|| Kab. Lima 

Puluh Kota || 

Kecamatan 
Harau || Desa 

Sarilamak || 1 

Dana 

Alokasi 
Umum 

(DAU) 

- 

Meningkatk 

an sumber 

daya manusia 
yang andal, 

sehat, 

produktif dan 
kompetitif 

"SAKATO 

ANDAL" 

 1 Pkt 650,000,000 
SEKRETARIAT 
DAERAH 

 4.01.01.2.12.0003 

Penyediaan 
Kebutuhan Rumah 

Tangga Sekretariat 

Daerah 

              

  

Terlaksananya 

Penyediaan 

Kebutuhan Rumah 
Tangga Sekretariat 

Daerah 

Jumlah Paket 
Kebutuhan 

Rumah Tangga 

Sekretariat 

Daerah yang 
Disediakan 

12 Pkt 529,347,874 346,999,000 12 Pkt 327,714,000 

Provinsi 

Sumatera Barat 

|| Kab. Lima 

Puluh Kota || 
Kecamatan 

Harau || Desa 

Sarilamak || 1 

Dana 

Alokasi 

Umum 

(DAU) 

- 

Meningkatk 
an sumber 

daya manusia 

yang andal, 

sehat, 
produktif dan 

kompetitif 

"SAKATO 
ANDAL" 

 1 Pkt 909,037,800 
SEKRETARIAT 

DAERAH 

 4.01.01.2.13 
Penataan 

Organisasi 
  139,097,680 200,000,000 100% 50,000,000     - 100% 365,616,720  

 4.01.01.2.13.0001 
Pengelolaan 
Kelembagaan dan 

Analisis Jabatan 

              

  

Terlaksananya 

Pengelolaan 

Kelembagaan dan 
Analisis Jabatan 

Jumlah 
Dokumen 

Pengelolaan 

Kelembagaan 
dan Analisis 

Jabatan 

4 Dok 26,156,940 100,000,000 4 Dok 10,000,000 

Provinsi 

Sumatera Barat 

|| Kab. Lima 
Puluh Kota || 

Kecamatan 

Harau || Desa 

Sarilamak || 1 

Dana 

Alokasi 

Umum 
(DAU) 

- 

Meningkatk 

an tata kelola 
peme rintahan 

yang baik dan 

bersih 
"SAKATO 

BERINTEGRIT

AS" 

 4 Dok 69,149,280 
SEKRETARIAT 

DAERAH 

 4.01.01.2.13.0002 
Fasilitasi 
Pelayanan Publik 

dan Tata Laksana 
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NO KODE 

URUSAN / 

BIDANG URUSAN 
/ PROGRAM / 

OUTCOME / 

KEGIATAN / 
SUBKEGIATAN 

OUTPUT 

INDIKATOR 

TARGET 

AKHIR 

RENSTRA 

REALISASI 
2025 

PRAKIRAAN 
2026 

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 

KELM  

POK 
SASA

RAN 

PRAKIRAAN MAJU 2028 

PERANGKAT 

DAERAH 
PENANGGUNG 

JAWAB 

TARGET 

2027 

PAGU 

INDIKATIF 
LOKASI 

SUMBER 

DANA 

PRIORITAS 

TARGET 
PAGU 

INDIKATIF 
NASIONAL DAERAH 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 

  

Terlaksananya 
Fasilitasi 

Pelayanan Publik 

dan Tata Laksana 

Jumlah 

Laporan Hasil 
Fasilitasi 

Pelayanan 

Publik dan 
Tata Laksana 

2 Lap 27,309,800 25,000,000 2 Lap 10,000,000 

Provinsi 
Sumatera Barat 

|| Kab. Lima 

Puluh Kota || 
Kecamatan 

Harau || Desa 

Sarilamak || 1 

Dana 
Alokasi 

Umum 

(DAU) 

- 

Meningkatk 

an tata kelola 

peme rintahan 
yang baik dan 

bersih 

"SAKATO 
BERINTEGRIT

AS" 

 2 Lap 65,634,240 
SEKRETARIAT 

DAERAH 

 4.01.01.2.13.0003 

Peningkatan 

Kinerja dan 

Reformasi 
Birokrasi 

              

  

Terlaksananya 

Peningkatan 

Kinerja dan 

Reformasi 
Birokrasi 

Jumlah 

Dokumen 

Peningkatan 
Kinerja dan 

Reformasi 

Birokrasi 

1 Dok 24,819,500 30,000,000 1 Dok 10,000,000 

Provinsi 
Sumatera Barat 

|| Kab. Lima 

Puluh Kota || 

Kecamatan 
Harau || Desa 

Sarilamak || 1 

Dana 

Alokasi 
Umum 

(DAU) 

- 

Meningkatk 

an tata kelola 

peme rintahan 

yang baik dan 
bersih 

"SAKATO 

BERINTEGRIT
AS" 

 1 Dok 79,812,000 
SEKRETARIAT 
DAERAH 

 4.01.01.2.13.0004 

Monitoring, 

Evaluasi dan 
Pengendalian 

Kualitas Pelayanan 

Publik dan Tata 
Laksana 

              

  

Terlaksananya 
Monitoring, 

Evaluasi dan 

Pengendalian 
Kualitas Pelayanan 

Publik dan Tata 

Laksana 

Jumlah 

Dokumen 
Monitoring, 

Evaluasi dan 

Pengendalian 
Kualitas 

Pelayanan 

Publik dan 
Tata Laksana 

1 Dok 37,569,640 20,000,000 1 Dok 10,000,000 

Provinsi 
Sumatera Barat 

|| Kab. Lima 

Puluh Kota || 
Kecamatan 

Harau || Desa 

Sarilamak || 1 

Dana 
Alokasi 

Umum 

(DAU) 

- 

Meningkatk 

an tata kelola 

peme rintahan 
yang baik dan 

bersih 

"SAKATO 
BERINTEGRIT

AS" 

 1 Dok 93,232,800 
SEKRETARIAT 

DAERAH 

 4.01.01.2.13.0005 

Koordinasi dan 

Penyusunan 

Laporan Kinerja 
Pemerintah Daerah 
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NO KODE 

URUSAN / 

BIDANG URUSAN 
/ PROGRAM / 

OUTCOME / 

KEGIATAN / 
SUBKEGIATAN 

OUTPUT 

INDIKATOR 

TARGET 

AKHIR 

RENSTRA 

REALISASI 
2025 

PRAKIRAAN 
2026 

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 

KELM  

POK 
SASA

RAN 

PRAKIRAAN MAJU 2028 

PERANGKAT 

DAERAH 
PENANGGUNG 

JAWAB 

TARGET 

2027 

PAGU 

INDIKATIF 
LOKASI 

SUMBER 

DANA 

PRIORITAS 

TARGET 
PAGU 

INDIKATIF 
NASIONAL DAERAH 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 

  

Terlaksananya 

Koordinasi dan 

Penyusunan 
Laporan Kinerja 

Pemerintah Daerah 

Jumlah 

Dokumen 

Koordinasi dan 
Penyusunan 

Laporan 

Kinerja 
Pemerintah 

Daerah 

2 Dok 23,241,800 25,000,000 2 Dok 10,000,000 

Provinsi 
Sumatera Barat 

|| Kab. Lima 

Puluh Kota || 
Kecamatan 

Harau || Desa 

Sarilamak || 1 

Dana 
Alokasi 

Umum 

(DAU) 

- 

Meningkatk 

an tata kelola 

peme rintahan 
yang baik dan 

bersih 

"SAKATO 
BERINTEGRIT

AS" 

 2 Dok 57,788,400 
SEKRETARIAT 

DAERAH 

 4.01.01.2.14 

Pelaksanaan 
Protokol dan 

Komunikasi 

Pimpinan 

  1,374,553,205 1,230,147,900 100% 1,049,999,800     - 100% 2,200,000,000  

 4.01.01.2.14.0001 
Fasilitasi 
Keprotokolan 

              

  

Terlaksananya 

Fasilitasi 
Keprotokolan 

Jumlah 
Laporan Hasil 

Fasilitasi 

Keprotokolan 

360 Lap 1,200,275,759 1,230,147,900 360 Lap 1,050,000,000 

Provinsi 
Sumatera Barat 

|| Kab. Lima 

Puluh Kota || 
Kecamatan 

Harau || Desa 

Sarilamak || 1 

Dana 
Alokasi 

Umum 

(DAU) 

- 

Meningkatk 

an sumber 
daya manusia 

yang andal, 

sehat, 
produktif dan 

kompetitif 

"SAKATO 

ANDAL" 

 360 Lap 1,750,000,000 
SEKRETARIAT 

DAERAH 

 4.01.01.2.14.0002 

Fasilitasi 

Komunikasi 

Pimpinan 

              

  

Terlaksananya 

Fasilitasi 

Komunikasi 
Pimpinan 

Jumlah 

Laporan Hasil 
Fasilitasi 

Komunikasi 

Pimpinan 

360 Lap 56,961,500 0 360 Lap 0 

Provinsi 

Sumatera Barat 

|| Kab. Lima 
Puluh Kota || 

Kecamatan 

Harau || Desa 
Sarilamak || 1 

Dana 

Alokasi 

Umum 
(DAU) 

- 

Meningkatk 
an sumber 

daya manusia 

yang andal, 
sehat, 

produktif dan 

kompetitif 
"SAKATO 

ANDAL" 

 360 Lap 200,000,000 
SEKRETARIAT 

DAERAH 

 4.01.01.2.14.0003 
Pendokumentasian 

Tugas Pimpinan 
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NO KODE 

URUSAN / 

BIDANG URUSAN 
/ PROGRAM / 

OUTCOME / 

KEGIATAN / 
SUBKEGIATAN 

OUTPUT 

INDIKATOR 

TARGET 

AKHIR 

RENSTRA 

REALISASI 
2025 

PRAKIRAAN 
2026 

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 

KELM  

POK 
SASA

RAN 

PRAKIRAAN MAJU 2028 

PERANGKAT 

DAERAH 
PENANGGUNG 

JAWAB 

TARGET 

2027 

PAGU 

INDIKATIF 
LOKASI 

SUMBER 

DANA 

PRIORITAS 

TARGET 
PAGU 

INDIKATIF 
NASIONAL DAERAH 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 

  

Terlaksananya 

Pendokumentasian 

Tugas Pimpinan 

Jumlah 
Laporan 

Pendokumenta

sian Tugas 

Pimpinan 

360 Lap 117,315,946 0 360 Lap 0 

Provinsi 

Sumatera Barat 
|| Kab. Lima 

Puluh Kota || 

Kecamatan 

Harau || Desa 
Sarilamak || 1 

Dana 

Alokasi 

Umum 
(DAU) 

- 

Meningkatk 

an sumber 

daya manusia 
yang andal, 

sehat, 

produktif dan 

kompetitif 
"SAKATO 

ANDAL" 

 360 Lap 250,000,000 
SEKRETARIAT 

DAERAH 

2. 4.01.02 

PROGRAM 

PEMERINTAHAN 
DAN 

KESEJAHTERAAN 

RAKYAT 

Persentase 

terlaksananya 
koordinasi 

bidang 

pemerintahan 
dan 

kesejahteraan 

rakyat 

 11,055,884,542 12,708,712,400 100% 3,745,000,600      100% 10,486,314,695  

 4.01.02.2.01 
Administrasi Tata 

Pemerintahan 
  118,056,118 146,068,500 100% 33,060,000     - 100% 203,667,144  

 4.01.02.2.01.0001 
Penataan 
Administrasi 

Pemerintahan 

              

  

Terlaksananya 
Penataan 

Administrasi 

Pemerintahan 

Jumlah 

Dokumen 

Hasil Penataan 
Administrasi 

Pemerintahan 

4 Dok 25,976,200 31,356,800 2 Dok 5,120,000 

Provinsi 
Sumatera Barat 

|| Kab. Lima 

Puluh Kota || 
Kecamatan 

Harau || Desa 

Sarilamak || 1 

Dana 
Alokasi 

Umum 

(DAU) 

- 

Meningkatk 

an tata kelola 

peme rintahan 
yang baik dan 

bersih 

"SAKATO 
BERINTEGRI 

TAS" 

 4 dok 42,234,206 
SEKRETARIAT 

DAERAH 

 4.01.02.2.01.0002 
Pengelolaan 
Administrasi 

Kewilayahan 
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NO KODE 

URUSAN / 

BIDANG URUSAN 
/ PROGRAM / 

OUTCOME / 

KEGIATAN / 
SUBKEGIATAN 

OUTPUT 

INDIKATOR 

TARGET 

AKHIR 

RENSTRA 

REALISASI 
2025 

PRAKIRAAN 
2026 

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 

KELM  

POK 
SASA

RAN 

PRAKIRAAN MAJU 2028 

PERANGKAT 

DAERAH 
PENANGGUNG 

JAWAB 

TARGET 

2027 

PAGU 

INDIKATIF 
LOKASI 

SUMBER 

DANA 

PRIORITAS 

TARGET 
PAGU 

INDIKATIF 
NASIONAL DAERAH 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 

  

Terlaksananya 
Pengelolaan 

Administrasi 

Kewilayahan 

Jumlah 

Dokumen 
Hasil 

Pengelolaan 

Administrasi 

Kewilayahan 

4 Dok 10,876,000 19,585,500 2 Dok 6,570,000 

Provinsi 
Sumatera Barat 

|| Kab. Lima 

Puluh Kota || 

Kecamatan 
Harau || Desa 

Sarilamak || 1 

Dana 
Alokasi 

Umum 

(DAU) 

- 

Meningkatk 

an tata kelola 

peme rintahan 
yang baik dan 

bersih 

"SAKATO 

BERINTEGRI 
TAS" 

 4 dok 55,291,018 
SEKRETARIAT 

DAERAH 

 4.01.02.2.01.0003 

Fasilitasi 

Pelaksanaan 
Otonomi Daerah 

              

  

Terlaksananya 

Fasilitasi 
Pelaksanaan 

Otonomi Daerah 

Jumlah 

Dokumen 

Hasil Fasilitasi 
Pelaksanaan 

Otonomi 

Daerah 

6 Dok 81,203,918 95,126,200 6 Dok 21,370,000 

Provinsi 

Sumatera Barat 
|| Kab. Lima 

Puluh Kota || 

Kecamatan 
Harau || Desa 

Sarilamak || 1 

Dana 

Alokasi 
Umum 

(DAU) 

- 

Meningkatk 
an tata kelola 

peme rintahan 

yang baik dan 
bersih 

"SAKATO 

BERINTEGRI 
TAS" 

 6 dok 106,141,920 
SEKRETARIAT 
DAERAH 

 4.01.02.2.02 

Pelaksanaan 
Kebijakan 

Kesejahteraan 

Rakyat 

  10,617,165,759 12,290,314,800 100% 3,610,000,000     - 100% 9,822,014,203  

 4.01.02.2.02.0001 
Fasilitasi 
Pengelolaan Bina 

Mental Spiritual 

              

  

Terlaksananya 

Fasilitasi 
Pengelolaan Bina 

Mental Spiritual 

Jumlah 

Dokumen 

Hasil Fasilitasi 
Pengelolaan 

Bina Mental 

Spiritual 

12 Dok 10,617,165,759 12,290,314,800 12 Dok 3,609,000,000 

Provinsi 

Sumatera Barat 
|| Kab. Lima 

Puluh Kota || 

Kecamatan 
Harau || Desa 

Sarilamak || 1 

Dana 

Alokasi 
Umum 

(DAU) 

- 

Memantapk 

an kehidupan 

masyarakat 
yang 

berakhlak dan 

berbudaya 
"SAKATO 

BERMARTAB 

AT" 

 12 Dok 9,722,014,203 
SEKRETARIAT 
DAERAH 

 4.01.02.2.02.0003 

Pelaksanaan 

Kebijakan, 
Evaluasi, dan 

Capaian Kinerja 

Terkait 
Kesejahteraan 

Masyarakat 
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NO KODE 

URUSAN / 

BIDANG URUSAN 
/ PROGRAM / 

OUTCOME / 

KEGIATAN / 
SUBKEGIATAN 

OUTPUT 

INDIKATOR 

TARGET 

AKHIR 

RENSTRA 

REALISASI 
2025 

PRAKIRAAN 
2026 

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 

KELM  

POK 
SASA

RAN 

PRAKIRAAN MAJU 2028 

PERANGKAT 

DAERAH 
PENANGGUNG 

JAWAB 

TARGET 

2027 

PAGU 

INDIKATIF 
LOKASI 

SUMBER 

DANA 

PRIORITAS 

TARGET 
PAGU 

INDIKATIF 
NASIONAL DAERAH 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 

  

Terlaksananya 

Kebijakan, 

Evaluasi, dan 
Capaian Kinerja 

Terkait 

Kesejahteraan 
Masyarakat yang 

Meliputi Urusan 

Kepemudaan dan 

Olahraga, 
Pariwisata, 

Pendidikan, 

Kebudayaan, 
Perpustakaan, 

Kearsipan, 

Trantibum Linmas 

Jumlah 

Dokumen 
Hasil 

Kebijakan, 

Evaluasi, dan 
Capaian 

Kinerja Terkait 

Kesejahteraan 
Masyarakat 

yang Meliputi 

Urusan 

Kepemudaan 
dan Olahraga, 

Pariwisata, 

Pendidikan, 
Kebudayaan, 

Perpustakaan, 

Kearsipan, 
Trantibum 

Linmas 

13 Dok 0 0 13 Dok 1,000,000 

Provinsi 

Sumatera Barat 

|| Kab. Lima 

Puluh Kota || 
Kecamatan 

Harau || Desa 

Sarilamak || 1 

Dana 

Alokasi 

Umum 

(DAU) 

- 

Memantapk 
an kehidupan 

masyarakat 

yang 

berakhlak dan 
berbudaya 

"SAKATO 

BERMARTAB 
AT" 

 13 Dok 100,000,000 
SEKRETARIAT 

DAERAH 

 4.01.02.2.03 
Fasilitasi dan 
Koordinasi Hukum 

  207,746,988 183,398,000 100% 50,000,600     - 100% 306,306,245  

 4.01.02.2.03.0001 

Fasilitasi 

Penyusunan 
Produk Hukum 

Daerah 

              

  

Terfasilitasinya 

Penyusunan 
Produk Hukum 

Daerah 

Jumlah 

Produk 

Hukum 

Daerah yang 
Disusun 

350 Dok 118,497,410 80,417,000 50 Dok 20,000,600 

Provinsi 
Sumatera Barat 

|| Kab. Lima 

Puluh Kota || 

Kecamatan 
Harau || Desa 

Sarilamak || 1 

Dana 

Alokasi 
Umum 

(DAU) 

- 

Meningkatk 

an tata kelola 

peme rintahan 

yang baik dan 
bersih 

"SAKATO 

BERINTEGRI 
TAS" 

 350 dok 123,712,924 
SEKRETARIAT 
DAERAH 

 4.01.02.2.03.0002 
Fasilitasi Bantuan 

Hukum 
              

  
Terlaksananya 
Fasilitasi Bantuan 

Hukum 

Jumlah Kasus 
yang 

Mendapatkan 

Fasilitasi 
Bantuan 

Hukum 

1 Kasus 80,638,684 94,730,000 1 Kasus 20,000,000 

Provinsi 

Sumatera Barat 

|| Kab. Lima 
Puluh Kota || 

Kecamatan 

Harau || Desa 
Sarilamak || 1 

Dana 

Alokasi 

Umum 
(DAU) 

- 

Meningkatk 

an tata kelola 
peme rintahan 

yang baik dan 

bersih 
"SAKATO 

BERINTEGRI 

TAS" 

 1 Kasus 168,328,397 
SEKRETARIAT 

DAERAH 



 

Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2027                                                                                                                         
 63 

 
 

NO KODE 

URUSAN / 

BIDANG URUSAN 
/ PROGRAM / 

OUTCOME / 

KEGIATAN / 
SUBKEGIATAN 

OUTPUT 

INDIKATOR 

TARGET 

AKHIR 

RENSTRA 

REALISASI 
2025 

PRAKIRAAN 
2026 

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 

KELM  

POK 
SASA

RAN 

PRAKIRAAN MAJU 2028 

PERANGKAT 

DAERAH 
PENANGGUNG 

JAWAB 

TARGET 

2027 

PAGU 

INDIKATIF 
LOKASI 

SUMBER 

DANA 

PRIORITAS 

TARGET 
PAGU 

INDIKATIF 
NASIONAL DAERAH 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 

 4.01.02.2.03.0003 

Pendokumentasian 
Produk Hukum 

dan Pengelolaan 

Informasi Hukum 
 

              

  

Terlaksananya 

Pendokumentasian 

Produk Hukum 
dan Pengelolaan 

Informasi Hukum 

Jumlah 
Produk 

Hukum dan 

Pengelolaan 
Informasi 

Hukum yang 

Didokumentasi 

68 Dok 8,610,894 8,251,000 50 Dok 10,000,000 

Provinsi 
Sumatera Barat 

|| Kab. Lima 

Puluh Kota || 
Kecamatan 

Harau || Desa 

Sarilamak || 1 

Dana 
Alokasi 

Umum 

(DAU) 

- 

Meningkatk 

an tata kelola 

peme rintahan 
yang baik dan 

bersih 

"SAKATO 
BERINTEGRI 

TAS" 

 66 Dok 14,264,924 
SEKRETARIAT 

DAERAH 

 4.01.02.2.04 
Fasilitasi Kerja 

Sama Daerah 
  112,915,677 88,931,100 100% 51,940,000     - 100% 154,327,103  

 4.01.02.2.04.0001 
Fasilitasi Kerja 
Sama Dalam 

Negeri 

              

  

Terlaksananya 

Fasilitasi Kerja 

Sama Dalam 
Negeri 

Jumlah 

Dokumen 
Hasil Fasilitasi 

Kerja Sama 

Dalam Negeri 

16 Dok 94,912,350 72,005,900 16 Dok 47,145,500 

Provinsi 

Sumatera Barat 

|| Kab. Lima 
Puluh Kota || 

Kecamatan 

Harau || Desa 
Sarilamak || 1 

Dana 

Alokasi 

Umum 
(DAU) 

- 

Meningkatk 

an tata kelola 
peme rintahan 

yang baik dan 

bersih 
"SAKATO 

BERINTEGRI 

TAS" 

 16 dok 104,040,000 
SEKRETARIAT 

DAERAH 

 4.01.02.2.04.0002 
Fasilitasi Kerja 

Sama Luar Negeri 
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NO KODE 

URUSAN / 

BIDANG URUSAN 
/ PROGRAM / 

OUTCOME / 

KEGIATAN / 
SUBKEGIATAN 

OUTPUT 

INDIKATOR 

TARGET 

AKHIR 

RENSTRA 

REALISASI 
2025 

PRAKIRAAN 
2026 

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 

KELM  

POK 
SASA

RAN 

PRAKIRAAN MAJU 2028 

PERANGKAT 

DAERAH 
PENANGGUNG 

JAWAB 

TARGET 

2027 

PAGU 

INDIKATIF 
LOKASI 

SUMBER 

DANA 

PRIORITAS 

TARGET 
PAGU 

INDIKATIF 
NASIONAL DAERAH 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 

  

Terlaksananya 

Fasilitasi Kerja 
Sama Luar Negeri 

Jumlah 
Fasilitasi Kerja 

Sama Luar 

Negeri 

5 Dok 0 0 0  

Provinsi 
Sumatera Barat 

|| Kab. Lima 

Puluh Kota || 
Kecamatan 

Harau || Desa 

Sarilamak || 1 

Dana 
Alokasi 

Umum 

(DAU) 

- 

Meningkatk 

an tata kelola 

peme rintahan 
yang baik dan 

bersih 

"SAKATO 
BERINTEGRI 

TAS" 

 - 0 
SEKRETARIAT 

DAERAH 

 4.01.02.2.04.0003 

Evaluasi 

Pelaksanaan Kerja 
Sama 

              

  

Terlaksananya 

Evaluasi 
Pelaksanaan Kerja 

Sama 

Jumlah 
Laporan Hasil 

Evaluasi 

Pelaksanaan 
Kerja Sama 

1 Lap 18,003,327 16,925,200 1 Lap 4,794,500 

Provinsi 

Sumatera Barat 
|| Kab. Lima 

Puluh Kota || 

Kecamatan 
Harau || Desa 

Sarilamak || 1 

Dana 

Alokasi 
Umum 

(DAU) 

- 

Meningkatk 
an tata kelola 

peme rintahan 

yang baik dan 
bersih 

"SAKATO 

BERINTEGRI 
TAS" 

 1 Lap 50,287,103 
SEKRETARIAT 
DAERAH 

3. 4.01.03 

PROGRAM 

PEREKONOMIAN 

DAN 
PEMBANGUNAN 

Persentase 

terlaksananya 

koordinasi dan 

fasilitasi 
bidang 

perekonomian 

 482,695,682 501,657,500 100% 150,000,000      100% 857,520,000  

 4.01.03.2.01 
Pelaksanaan 
Kebijakan 

Perekonomian 

  102,008,000 108,310,500 100% 30,000,000     - 100% 196,358,597  

 4.01.03.2.01.0001 

Koordinasi, 
Sinkronisasi, 

Monitoring dan 

Evaluasi Kebijakan 

Pengelolaan BUMD 
dan BLUD 

              

  

Terlaksananya 

Koordinasi, 
Sinkronisasi, 

Monitoring dan 

Evaluasi Kebijakan 
Pengelolaan BUMD 

dan BLUD 

Jumlah 

Dokumen 

Hasil 

Koordinasi, 
Sinkronisasi, 

Monitoring dan 

Evaluasi 
Kebijakan 

Pengelolaan 

BUMD dan 
BLUD 

1 Dok 22,925,000 16,838,900 1 Dok 10,000,000 

Provinsi 

Sumatera Barat 
|| Kab. Lima 

Puluh Kota || 

Kecamatan 
Harau || Desa 

Sarilamak || 1 

Dana 

Alokasi 
Umum 

(DAU) 

- 

Membangu n 

ekonomi 

kerakyatan 
dan pariwisata 

yang tangguh 

dan 
berkeadilan 

"SAKATO 

SEJAHTERA " 

 1  Dok 37,037,914 
SEKRETARIAT 
DAERAH 
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NO KODE 

URUSAN / 

BIDANG URUSAN 
/ PROGRAM / 

OUTCOME / 

KEGIATAN / 
SUBKEGIATAN 

OUTPUT 

INDIKATOR 

TARGET 

AKHIR 

RENSTRA 

REALISASI 
2025 

PRAKIRAAN 
2026 

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 

KELM  

POK 
SASA

RAN 

PRAKIRAAN MAJU 2028 

PERANGKAT 

DAERAH 
PENANGGUNG 

JAWAB 

TARGET 

2027 

PAGU 

INDIKATIF 
LOKASI 

SUMBER 

DANA 

PRIORITAS 

TARGET 
PAGU 

INDIKATIF 
NASIONAL DAERAH 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 

 4.01.03.2.01.0002 
Pengendalian dan 
Distribusi 

Perekonomian 

              

  

Terlaksananya 
Pengendalian dan 

Distribusi 

Perekonomian 

Jumlah 

Laporan Hasil 

Pengendalian 
dan Distribusi 

Perekonomian 

4 Lap 52,221,500 48,586,000 4 Lap 10,000,000 

Provinsi 
Sumatera Barat 

|| Kab. Lima 

Puluh Kota || 
Kecamatan 

Harau || Desa 

Sarilamak || 1 

Dana 
Alokasi 

Umum 

(DAU) 

- 

Membangu n 

ekonomi 
kerakyatan 

dan pariwisata 

yang tangguh 
dan 

berkeadilan 

"SAKATO       

SEJAHTERA " 

 4 Lap 102,015,347 
SEKRETARIAT 

DAERAH 

 4.01.03.2.01.0003 

Perencanaan dan 
Pengawasan 

Ekonomi Mikro 

Kecil 
 

              

  

Terlaksananya 

Perencanaan dan 

Pengawasan 

Ekonomi Mikro 
Kecil 

Jumlah 

Dokumen 

Hasil 

Perencanaan 
dan 

Pengawasan 

Ekonomi Mikro 
Kecil 

1 Dok 26,861,500 42,885,600 1 Dok 10,000,000 

Provinsi 
Sumatera Barat 

|| Kab. Lima 

Puluh Kota || 

Kecamatan 
Harau || Desa 

Sarilamak || 1 

Dana 

Alokasi 
Umum 

(DAU) 

- 

Membangu n 

ekonomi 
kerakyatan 

dan pariwisata 

yang tangguh 

dan 
berkeadilan 

"SAKATO 

SEJAHTERA " 

 1  Dok 57,305,336 
SEKRETARIAT 
DAERAH 

 4.01.03.2.02 
Pelaksanaan 
Administrasi 

Pembangunan 

  154,483,805 163,624,900 100% 50,000,000     - 100% 229,403,518  

 4.01.03.2.02.0001 

Fasilitasi 
Penyusunan 

Program 

Pembangunan 

              

  

Terlaksananya 

Fasilitasi 

Penyusunan 
Program 

Pembangunan 

Jumlah 
Dokumen 

Hasil Fasilitasi 

Penyusunan 
Program 

Pembangunan 

Daerah 

1 Dok 39,803,555 46,778,000 1 Dok 15,000,000 

Provinsi 
Sumatera Barat 

|| Kab. Lima 

Puluh Kota || 
Kecamatan 

Harau || Desa 

Sarilamak || 1 

Dana 
Alokasi 

Umum 

(DAU) 

- 

Meningkatk 

an sumber 
daya manusia 

yang andal, 

sehat, 
produktif dan 

kompetitif 

"SAKATO 
ANDAL" 

 1 Dok 63,568,440 
SEKRETARIAT 

DAERAH 

 4.01.03.2.02.0002 

Pengendalian dan 

Evaluasi Program 
Pembangunan 
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NO KODE 

URUSAN / 

BIDANG URUSAN 
/ PROGRAM / 

OUTCOME / 

KEGIATAN / 
SUBKEGIATAN 

OUTPUT 

INDIKATOR 

TARGET 

AKHIR 

RENSTRA 

REALISASI 
2025 

PRAKIRAAN 
2026 

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 

KELM  

POK 
SASA

RAN 

PRAKIRAAN MAJU 2028 

PERANGKAT 

DAERAH 
PENANGGUNG 

JAWAB 

TARGET 

2027 

PAGU 

INDIKATIF 
LOKASI 

SUMBER 

DANA 

PRIORITAS 

TARGET 
PAGU 

INDIKATIF 
NASIONAL DAERAH 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 

  

Terlaksananya 

Pengendalian dan 

Evaluasi Program 
Pembangunan 

Jumlah 
Laporan Hasil 

Pengendalian 

dan Evaluasi 
Program 

Pembangunan 

1 Lap 55,477,600 69,093,800 1 Lap 19,999,900 

Provinsi 

Sumatera Barat 

|| Kab. Lima 
Puluh Kota || 

Kecamatan 

Harau || Desa 
Sarilamak || 1 

Dana 

Alokasi 

Umum 
(DAU) 

- 

Meningkatk 
an sumber 

daya manusia 

yang andal, 
sehat, 

produktif dan 

kompetitif 
"SAKATO 

ANDAL" 

 1 Lap 79,981,478 
SEKRETARIAT 

DAERAH 

 4.01.03.2.02.0003 

Pengelolaan 

Evaluasi dan 
Pelaporan 

Pelaksanaan 

Pembangunan 

 

              

  

Terlaksananya 

Pengelolaan 

Evaluasi dan 
Pelaporan 

Pelaksanaan 

Pembangunan 

Jumlah 

Laporan Hasil 
Pengelolaan 

Evaluasi dan 

Pelaporan 
Pelaksanaan 

Pembangunan 

1 Lap 59,202,650 47,753,100 1 Lap 15,000,100 

Provinsi 

Sumatera Barat 
|| Kab. Lima 

Puluh Kota || 

Kecamatan 
Harau || Desa 

Sarilamak || 1 

Dana 

Alokasi 
Umum 

(DAU) 

- 

Meningkatk 

an sumber 

daya manusia 
yang andal, 

sehat, 

produktif dan 
kompetitif 

"SAKATO 

ANDAL" 

 1 Lap 85,853,600 
SEKRETARIAT 
DAERAH 

 4.01.03.2.03 

Pengelolaan 

Pengadaan Barang 
dan Jasa 

  152,662,426 170,000,000 100% 50,000,000     - 100% 260,766,480  

 4.01.03.2.03.0001 
Pengelolaan 
Pengadaan Barang 

dan Jasa 

              

  

Terkelolanya 

Pengadaan Barang 
dan Jasa 

Jumlah 
Dokumen 

Hasil 

Pengelolaan 
Pengadaan 

Barang dan 

Jasa 

3 Dok 37,312,294 55,904,000 3 Dok 20,000,000 

Provinsi 
Sumatera Barat 

|| Kab. Lima 

Puluh Kota || 
Kecamatan 

Harau || Desa 

Sarilamak || 1 

Dana 
Alokasi 

Umum 

(DAU) 

- 

Meningkatk 

an sumber 
daya manusia 

yang andal, 

sehat, 
produktif dan 

kompetitif 

"SAKATO 
ANDAL" 

 3 Dok 76,753,013 
SEKRETARIAT 

DAERAH 

 4.01.03.2.03.0002 

Pengelolaan 
Layanan 

Pengadaan Secara 

Elektronik 
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NO KODE 

URUSAN / 

BIDANG URUSAN 
/ PROGRAM / 

OUTCOME / 

KEGIATAN / 
SUBKEGIATAN 

OUTPUT 

INDIKATOR 

TARGET 

AKHIR 

RENSTRA 

REALISASI 
2025 

PRAKIRAAN 
2026 

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 

KELM  

POK 
SASA

RAN 

PRAKIRAAN MAJU 2028 

PERANGKAT 

DAERAH 
PENANGGUNG 

JAWAB 

TARGET 

2027 

PAGU 

INDIKATIF 
LOKASI 

SUMBER 

DANA 

PRIORITAS 

TARGET 
PAGU 

INDIKATIF 
NASIONAL DAERAH 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 

  

Terkelolanya 

Layanan 

Pengadaan Secara 
Elektronik 

Jumlah 
Dokumen 

Hasil Layanan 

Pengadaan 
Secara 

Elektronik 

1 Dok 38,892,267 44,396,300 1 Dok 10,000,000 

Provinsi 

Sumatera Barat 

|| Kab. Lima 
Puluh Kota || 

Kecamatan 

Harau || Desa 
Sarilamak || 1 

Dana 

Alokasi 

Umum 
(DAU) 

- 

Meningkatk 
an sumber 

daya manusia 

yang andal, 
sehat, 

produktif dan 

kompetitif 
"SAKATO 

ANDAL" 

 2 Dok 66,136,147 
SEKRETARIAT 

DAERAH 

 4.01.03.2.03.0003 

Pembinaan dan 

Advokasi 
Pengadaan Barang 

dan Jasa 

 

              

  

Terlaksananya 

Pembinaan dan 
Advokasi 

Pengadaan Barang 

dan Jasa 

Jumlah Orang 

yang 
Mengikuti 

Pembinaan 

dan Advokasi 
Pengadaan 

Barang dan 

Jasa 

100 Org 76,457,865 69,699,700 50 Org 20,000,000 

Provinsi 

Sumatera Barat 

|| Kab. Lima 
Puluh Kota || 

Kecamatan 

Harau || Desa 
Sarilamak || 1 

Dana 

Alokasi 

Umum 
(DAU) 

- 

Meningkatk 

an sumber 

daya manusia 

yang andal, 
sehat, 

produktif dan 

kompetitif 
"SAKATO 

ANDAL" 

 100 Org 117,877,320 
SEKRETARIAT 

DAERAH 

 4.01.03.2.04 
Pemantauan 
Kebijakan Sumber 

Daya Alam 

  73,541,451 59,722,100 100% 20,000,000     - 100% 170,991,405  

 4.01.03.2.04.0001 

Koordinasi, 
Sinkronisasi dan 

Evaluasi Kebijakan 

Pertanian, 
Kehutanan, 

Kelautan, dan 

Perikanan 
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NO KODE 

URUSAN / 

BIDANG URUSAN 
/ PROGRAM / 

OUTCOME / 

KEGIATAN / 
SUBKEGIATAN 

OUTPUT 

INDIKATOR 

TARGET 

AKHIR 

RENSTRA 

REALISASI 
2025 

PRAKIRAAN 
2026 

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 

KELM  

POK 
SASA

RAN 

PRAKIRAAN MAJU 2028 

PERANGKAT 

DAERAH 
PENANGGUNG 

JAWAB 

TARGET 

2027 

PAGU 

INDIKATIF 
LOKASI 

SUMBER 

DANA 

PRIORITAS 

TARGET 
PAGU 

INDIKATIF 
NASIONAL DAERAH 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 

  

Terlaksananya 

Koordinasi, 

Sinkronisasi, dan 
Evaluasi Kebijakan 

Urusan Pertanian, 

Pangan, 
Kehutanan, 

Kelautan dan 

Perikanan, 
Perdagangan, 

Perindustrian, 

KUKM, 

Penanaman Modal, 
Tenaga Kerja 

Jumlah 
Dokumen 

Hasil 

Koordinasi, 
Sinkronisasi, 

dan Evaluasi 

Kebijakan 
Urusan 

Pertanian, 

Pangan, 
Kehutanan, 

Kelautan dan 

Perikanan, 

Perdagangan, 
Perindustrian, 

KUKM, 

Penanaman 
Modal, Tenaga 

Kerja 

3 Dok 51,664,451 33,675,500 3 Dok 10,000,000 

Provinsi 
Sumatera Barat 

|| Kab. Lima 

Puluh Kota || 
Kecamatan 

Harau || Desa 

Sarilamak || 1 

Dana 
Alokasi 

Umum 

(DAU) 

- 

Meningkatk 

an produk 
pertanian dan 

perkebunan 

yang unggul 
dan berdaya 

saing 

"SAKATO 

UNGGUL" 

 3 Dok 89,204,937 
SEKRETARIAT 

DAERAH 

 4.01.03.2.04.0002 

Koordinasi, 
Sinkronisasi dan 

Evaluasi Kebijakan 

Pertambangan dan 

Lingkungan Hidup 
 

              

  

Terlaksananya 
Koordinasi, 

Sinkronisasi, dan 

Evaluasi Kebijakan 

Urusan 
Pertambangan dan 

Sumber Daya 

Mineral, 
Lingkungan Hidup, 

Kominfo, 

Perhubungan, 
Statistik, 

Persandian 

Jumlah 

Dokumen 

Hasil 
Koordinasi, 

Sinkronisasi, 

dan Evaluasi 

Kebijakan 
Urusan 

Pertambangan 

dan Sumber 
Daya Mineral, 

Lingkungan 

Hidup, 
Kominfo, 

Perhubungan, 

Statistik, 
Persandian 

1 Dok 21,877,000 26,046,600 1 Dok 5,000,000 

Provinsi 

Sumatera Barat 
|| Kab. Lima 

Puluh Kota || 

Kecamatan 
Harau || Desa 

Sarilamak || 1 

Dana 

Alokasi 
Umum 

(DAU) 

- 

Meningkatk 

an produk 

pertanian dan 
perkebunan 

yang unggul 

dan berdaya 
saing 

"SAKATO 

UNGGUL" 

 1 Dok 44,380,343 
SEKRETARIAT 
DAERAH 

 4.01.03.2.04.0003 

Koordinasi, 

Sinkronisasi dan 
Evaluasi Kebijakan 

Energi dan Air 
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NO KODE 

URUSAN / 

BIDANG URUSAN 
/ PROGRAM / 

OUTCOME / 

KEGIATAN / 
SUBKEGIATAN 

OUTPUT 

INDIKATOR 

TARGET 

AKHIR 

RENSTRA 

REALISASI 
2025 

PRAKIRAAN 
2026 

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 

KELM  

POK 
SASA

RAN 

PRAKIRAAN MAJU 2028 

PERANGKAT 

DAERAH 
PENANGGUNG 

JAWAB 

TARGET 

2027 

PAGU 

INDIKATIF 
LOKASI 

SUMBER 

DANA 

PRIORITAS 

TARGET 
PAGU 

INDIKATIF 
NASIONAL DAERAH 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 

  

Terlaksananya 

Koordinasi, 
Sinkronisasi, dan 

Evaluasi Kebijakan 

Urusan Energi dan 
Air, Pekerjaan 

Umum dan 

Penataan Ruang, 
Perumahan Rakyat 

dan Kawasan 

Permukiman, 

Pertanahan 

Jumlah 

Dokumen 
Hasil 

Koordinasi, 

Sinkronisasi, 
dan Evaluasi 

Kebijakan 

Urusan Energi 
dan Air, 

Pekerjaan 

Umum dan 
Penataan 

Ruang, 

Perumahan 

Rakyat dan 
Kawasan 

Permukiman, 

Pertanahan 

1 Dok 0 0 1 Dok 5,000,000 

Provinsi 
Sumatera Barat 

|| Kab. Lima 

Puluh Kota || 
Kecamatan 

Harau || Desa 

Sarilamak || 1 

Dana 
Alokasi 

Umum 

(DAU) 

- 

Meningkatk 

an produk 
pertanian dan 

perkebunan 

yang unggul 
dan berdaya 

saing 

"SAKATO 
UNGGUL" 

 1 Dok 37,406,125 
SEKRETARIAT 

DAERAH 

 J U M L A H 37,532,316,331 40,418,981,415  29,404,625,705  53,532,234,695  
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Sedangkan rekapitulasi untuk pedoman pada Tahun 2027 di Sekretariat 
Daerah terdapat dalam Urusan Pemerintah yang mempunyai 3 Program dan 19 

Kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 29.404.625.705,00,- dan Tahun 
2028 pagu anggaran sebesar      Rp. 53.532.234.695,00,- Dapat dilihat dari tabel 
4.2 dibawah ini : 

 

Tabel 4. 2 Rencana Kebutuhan Pendanaan Berdasarkan Urusan, Jumlah 

Program dan Kegiatan Tahun 2027 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

No Bidang Urusan 

2027 2028 

Ket 
Jumlah 

Total Pagu 
(Rp) 

Jumlah 

Total Pagu 
Indikatif (Rp) 

Program Kegiatan Program Kegiatan 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

1 Unsur 
Pendukung 

Urusan 
Pemerintah 

3 19 29.404.625.705 3 19 53.532.234.695  
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BAB V 
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 

 
Kinerja penyelenggaraan bidang urusan mengemukakan indikator kinerja 

Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota yang menunjukkan kinerja yang 

akan dicapai dalam lima tahun mendatang, sebagai komitmen untuk 
mendukung pencapaian tujuan RPJMD. Merujuk pada hal tersebut, maka 

ditetapkan tujuan jangka menengah Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh 
Kota Tahun 2025-2029 yaitu Lima Puluh Kota Bermartabat, Maju, Sejahtera dan 
Berkelanjutan. Untuk memastikan pencapaian tujuan tersebut tersebut secara 

terukur dan terarah, diperlukan indikator kinerja yang dapat digunakan sebagai 
tolak ukur keberhasilan. Indikator ini berfungsi memberikan gambaran 

mengenai tingkat capaian hasil (outcome) yang ingin diraih. 

Indikator kinerja yang digunakan dalam mengukur keberhasilan 
pencapaian tujuan dan sasaran tersebut terdiri atae Indikator Kinerja Utama 

(IKU) sebagai ukuran utama keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi 
Sekretariat Daerah, serta Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang menggambarkan 
capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. Kedua jenis indikator tersebut 
menjadi acuan dalam pengukuran, pemantauan, dan evaluasi kinerja 

Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota secara berkelanjutan. 

Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai instrumen untuk mengukur tingkat 
keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah. IKU disusun 

untuk menggambarkan capaian sasaran strategis organisasi yang berorientasi 
pada hasil (outcome), sehingga menjadi tolok ukur utama dalam menilai 
efektivitas pelaksanaan kebijakan, koordinasi, pembinaan, serta pelayanan 

administratif yang menjadi kewenangan Sekretariat Daerah. Penyusunan IKU 
mengacu pada visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi pembangunan daerah 
sebagaimana tertuang dalam dokumen perencanaan, sehingga setiap indikator 

memiliki keterkaitan yang jelas dengan prioritas pembangunan daerah. 

Sementara itu, Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) merupakan ukuran 

kinerja yang digunakan untuk menilai keberhasilan pelaksanaan program dan 
kegiatan pada setiap unit kerja di lingkungan Sekretariat Daerah. IKK 
berorientasi pada keluaran (output) yang dihasilkan dari pelaksanaan kegiatan, 

seperti kualitas layanan administrasi pemerintahan, tingkat penyelesaian 
fasilitasi kebijakan, koordinasi antar perangkat daerah, penyusunan regulasi, 

pelayanan administrasi pimpinan, serta pelaksanaan fungsi pendukung lainnya. 
Dengan adanya IKK, setiap perangkat pelaksanamemiliki ukuran yang jelas 
dalam melaksanakan tugas, sehingga proses monitoring, evaluasi, dan 

pelaporan kinerja dapat dilakukan secara objektif, terukur, dan 
berkesinambungan. 

Penyusunan IKU dan IKK dilakukan berdasarkan prinsip SMART (Specific, 

Measurable, Achievable, Relevant, dan Time-bound), sehingga indikator yang 
ditetapkan mampu memberikan informasi yang akurat mengenai tingkat 

keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan. Selain itu, indikator yang 
disusun harus mempertimbangkan ketersediaan data, metode pengukuran yang 
jelas, target yang realistis namun menantang, serta keselarasan dengan 

indikator pada tingkat pemerintah daerah. Dengan demikian, seluruh proses 
pengukuran kinerja dapat menghasilkan data yang valid sebagai dasar 
pengambilan keputusan, penyempurnaan kebijakan, serta peningkatan kualitas 

pelayanan publik. 
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Implementasi IKU dan IKK tidak hanya berfungsi sebagai alat pengukuran 
kinerja, tetapi juga sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi terhadap 

pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat Daerah. Hasil pengukuran 
kinerja menjadi dasar dalam menilai efektivitas penggunaan sumber daya, 
efisiensi anggaran, kualitas pelayanan, serta kontribusi Sekretariat Daerah 

terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah. Evaluasi terhadap capaian 
IKU dan IKK dilakukan secara berkala melalui pemantauan, pelaporan, dan 

reviu kinerja untuk mengidentifikasi berbagai faktor pendukung maupun 
kendala yang memengaruhi pencapaian target. 

Melalui penerapan IKU dan IKK yang terintegrasi dengan dokumen 

perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja, Sekretariat Daerah 
diharapkan mampu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good 
governance), meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan 

pemerintahan, memperkuat koordinasi antar perangkat daerah, serta 
memastikan bahwa setiap program dan kegiatan memberikan manfaat nyata 

bagi masyarakat. Dengan demikian, IKU dan IKK menjadi landasan penting 
dalam mendorong peningkatan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil, 
pelayanan publik yang berkualitas, serta pencapaian tujuan pembangunan 

daerah secara efektif, efisien, dan berkelanjutan. 

5.1    Indikator Kinerja Utama (IKU) 

 Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan tolak ukur kinerja yang 
digunakan untuk menilai tingkat keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran 

strategis Perangkat Daerah sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Sekretariat 
Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota. IKU disusun secara terukur, relavan dan 
selaras dengan mandat kelembagaan, serta menggambarkan hasil (outcome) 

yang inigin dicapai dalam periode perencanaan. Penetapan IKU dilakukan 
dengan mempertimbangkan keterkaitan antara peran strategis Sekretariat 

Daerah. 

 Target keberhasilan IKU ditetapkan berdasarkan analisis historis kinerja, 
proyeksi kondisi makro dan sektoral, serta mempertimbangkan sumber daya 

yang tersedia secara realistis. Dalam proses penyusunan Renstra Sekretariat 
Daerah ini, indikator-indikator yang digunakan merupakan hasil seleksi dari 
berbagai alternatif ukuran kinerja, dengan mempertimbangkan aspek relevansi, 

keandalan data, serta kesesuaian dengan kebijakan nasional dan daerah. 
Dengan demikian, IKU yang ditetapkan diharapkan mampu menjadi instrumen 

pengukur yang efektif dalam mengarahkan organisasi mencapai tujuan 
strategisnya.  

Sebagai ukuran capaian keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan 

serta bagian dari upaya mewujudkan transparansi dan akuntabilitas selama 
periode Renstra Sekretariat Daerah ini, perlu ditetapkan Indikator Kinerja 

Utama. Indikator Kinerja Utama di Sekretariat Daerah dapat dilihat dalam Tabel 
4.4 berikut ini : 
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Tabel 5. 1 INDIKATOR KINERJA UTAMA SEKRETARIAT DAERAH             
TAHUN 2025 - 2030 

NO. Indikator Satuan 

Target 

Ket 2025 

2026 2027 2028 2029 2030 

 Target Realisasi 

1 
Indeks ABS-

SBK 
Indeks 2,10 2,31 2,14 2,18 2,22 2,26 2,30   

2 
Indeks 
Reformasi 
Hukum 

Indeks 70 98,24 73 76 79 82 85   

3 
Indeks 
Pelayanan 
Publik 

Indeks 4,31 4,21 4,35 4,4 4,44 4,49 4,54   

4 

Persentase 
kerjasama 
wajib yang 
dilaksanakan 

Persentase 70% 42,8% 76% 82% 88% 94% 100%   

 

5 

Nilai Evaluasi 
Kinerja 
Penyelenggara
an 
pemerintahan 
Daerah 

Nilai 3,10 3,12 3,12 3,14 3,16 3,18 3,20    

Tabel 5.1 di atas memperlihatkan Indikator Kinerja Utama Sekretariat 
Daerah Tahun 2025–2030, ditetapkan lima indikator utama sebagai tolok ukur 
keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah selama periode 

perencanaan. Secara umum, seluruh indikator menunjukkan tren peningkatan 
dari tahun ke tahun sebagai bentuk komitmen terhadap peningkatan tata kelola 
pemerintahan, kualitas pelayanan publik, dan efektivitas penyelenggaraan 

pemerintahan daerah. 

Indikator Indeks ABS-SBK ditargetkan mencapai nilai 2,10 pada tahun 

2025 dengan realisasi sebesar 2,31, sehingga melampaui target yang telah 
ditetapkan. Selanjutnya, target indikator ini meningkat secara bertahap menjadi 
2,14 pada tahun 2026, 2,18 pada tahun 2027, 2,22 pada tahun 2028, 2,26 pada 

tahun 2029, dan mencapai 2,30 pada tahun 2030. 

Untuk Indeks Reformasi Hukum, target tahun 2025 ditetapkan sebesar 
70, sedangkan realisasi mencapai 98,24, yang menunjukkan capaian kinerja 

jauh di atas target. Pada periode berikutnya, target meningkat secara bertahap 
menjadi 73 pada tahun 2026, 76 pada tahun 2027, 79 pada tahun 2028, 82 

pada tahun 2029, dan 85 pada tahun 2030. 

Pada indikator Indeks Pelayanan Publik, target tahun 2025 sebesar 4,31, 
sementara realisasi tercatat 4,21, sehingga masih berada di bawah target yang 

ditetapkan. Oleh karena itu, peningkatan kualitas pelayanan publik menjadi 
salah satu fokus perbaikan pada tahun-tahun berikutnya dengan target yang 

terus meningkat, yaitu 4,35 pada tahun 2026, 4,40 pada tahun 2027, 4,44 pada 
tahun 2028, 4,49 pada tahun 2029, dan 4,54 pada tahun 2030. 

Selanjutnya, indikator Persentase Kerja Sama Wajib yang Dilaksanakan 

ditargetkan sebesar 70% pada tahun 2025. Meskipun realisasi tahun 2025 
belum dicantumkan, target jangka menengah menunjukkan peningkatan yang 
konsisten, yaitu 76% pada tahun 2026, 82% pada tahun 2027, 88% pada tahun 
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2028, 94% pada tahun 2029, hingga mencapai 100% pada tahun 2030. Target 
tersebut mencerminkan upaya optimalisasi pelaksanaan seluruh kerja sama 

wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. 

Adapun indikator Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (EKPPD) memiliki target sebesar 3,10 pada tahun 2025 dengan realisasi 

3,12, yang berarti telah melampaui target awal. Selanjutnya, target nilai ini 
ditingkatkan secara bertahap menjadi 3,12 pada tahun 2026, 3,14 pada tahun 

2027, 3,16 pada tahun 2028, 3,18 pada tahun 2029, dan 3,20 pada tahun 2030. 

Indikator kinerja utama Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota 
yang bersifat progresif dan berkesinambungan. Secara keseluruhan, target 

kinerja Sekretariat Daerah selama periode 2025 -2030 menunjukkan arah 
peningkatan yang berkelanjutan. Sebagian besar indikator telah melampaui 
target pada tahun dasar 2025, yaitu indeks ABS – SBK, Indeks Reformasi 

Hukum, dan Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, 
sedangkan Indeks Pelayanan Publik masih memerlukan upaya peningkatan agar 

target yang telah ditetapkan dapat tercapai. Hal ini menjadi dasar bagi 
Sekretariat Daerah untuk terus memperkuat tata kelola pemerintahan, 
meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendorong efektivitas 

penyelenggaraan pemerintahan daerah selama periode perencanaan 2020 – 
2030. 

5.2. Indikator Kinerja Kunci (IKK) 

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, 
dan akuntabel, Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota memiliki peran 

strategis sebagai koordinator penyelenggaraan administrasi pemerintahan 
daerah. Untuk memastikan capaian kinerja yang terukur dan akuntabel, telah 
ditetapkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) sebagai alat ukur pencapaian tujuan 

dan sasaran strategis perangkat daerah. 

IKK Sekretariat Daerah disusun berdasarkan tugas pokok dan fungsi 

Sekretariat Daerah yang meliputi koordinasi, fasilitasi, pembinaan, dan 
pelayanan administratif kepada seluruh perangkat daerah serta kepala daerah 
dan wakil kepala daerah. Indikator-indikator ini menjadi tolok ukur dalam 

menilai efektivitas penyelenggaraan manajemen pemerintahan, perumusan 
kebijakan, serta layanan teknis dan administratif yang diberikan. 
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Tabel 5. 2 INDIKATOR KINERJA KUNCI SEKRETARIAT DAERAH              
TAHUN 2025-2030 

No. 
 

Indikator 
 

Satuan 
 

Target 

Ket 
 2025 

2026 
  

2027 
  

2028 
  

2029 
  

2030 
  

Target Realisasi 

 1. 

Nilai Sistem 

Akuntabilitas 
Kinerja 
Instansi 
Pemerintah 

(SAKIP)         

Nilai 62.98 62,09 64.28 65.78 66.71 68.93 70.76 
Bagian 
Organisasi 

 2. 
Indeks 
Pelayanan 
Publik 

Indeks 4.31 4,21 4.35 4.40 4.44 4.49 4.54 
Bagian 
Organisasi 

 3. 

Indeks 

Kepuasan 
Masyarakat 
(IKM) 
Sekretariat 

Daerah 

Indeks 90% 87,01 90% 90% 90% 90% 90% Bagian Umum 

4. 

Indeks 
Kepuasan 
Layanan 

Pimpinan 
(IKLP) 

Indeks 95 95,00 95 95 95 95 95 
Bagian 
Prokopim 

5. 
Nilai SAKIP 
Sekretariat 
Daerah 

Nilai 
Bagian 
Perencanaan 
dan Keuangan 

6.  

Persentase 
Capaian 

Pengendalian 
dan pelaporan 
administrasi 
pembangunan

             

Persentase 80,00 85,00 81,00 82,00 83,00 84,00 85,00 
Bagian Adm 
Pembangunan
  

 7. 

Persentase 
Kebijakan 
Pengelolaan 
Perekonomian 

yang 
difasilitasi 

Persentase 100% 85% 100% 100% 100% 100% 100% 
Bagian 
Perekonomian 

8.  
Indeks Tata 
Kelola 
pengadaan 

Indeks 78,60 78,02 81,50 82,50 84,50 86,40 88,40 Bagian PBJ 

 9. 
Indeks ABS-

SBK 
Indeks 2,10 2,31 2,14 2,18 2,22 2,26 2,30 Bagian Kesra 

 10. 

Indeks 

Reformasi 
Hukum 

Indeks 70 98,24 73 76 79 82 85 
Bagian 
Hukum Setda 

11.  

Nilai Evaluasi 
Kinerja 
Penyelenggara

an 
Pemerintahan 
Daerah 

Nilai 3,10 1,6001*  3,12 3,14 3,16 3,18 3,20 
Bagian 

Pemerintahan  

 
Berdasarkan Tabel 5.2 Indikator Kinerja Kunci Sekretariat Daerah Tahun 

2025–2030, ditetapkan sebelas indikator kinerja kunci yang menjadi ukuran 
keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing bagian di 
lingkungan Sekretariat Daerah. Indikator-indikator tersebut dirancang untuk 

mendukung peningkatan akuntabilitas kinerja, kualitas pelayanan publik, tata 
kelola pemerintahan, serta efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah 
selama periode perencanaan tahun 2025–2030. 

Pada Bagian Organisasi, indikator Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja 
Instansi Pemerintah (SAKIP) ditargetkan sebesar 62,98 pada tahun 2025 dengan 

realisasi 62,09. Selanjutnya target meningkat secara bertahap menjadi 64,28 

70 70,19 70.10 70.12 70.15 70.17 70.20 
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pada tahun 2026, 65,78 pada tahun 2027, 66,71 pada tahun 2028, 68,93 pada 
tahun 2029, dan 70,76 pada tahun 2030. Selain itu, Indeks Pelayanan Publik 

ditargetkan sebesar 4,31 pada tahun 2025 dengan realisasi 4,21. Target 
indikator ini juga mengalami peningkatan secara bertahap hingga mencapai 4,54 
pada tahun 2030. 

Pada Bagian Umum, indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 
Sekretariat Daerah memiliki target 90% pada tahun 2025, sedangkan realisasi 

mencapai 87,01%. Target tersebut dipertahankan sebesar 90% setiap tahun 
hingga tahun 2030 sebagai standar kualitas pelayanan kepada masyarakat. 

Selanjutnya, Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokopim) 

menetapkan indikator Indeks Kepuasan Layanan Pimpinan (IKLP) dengan target 
95 pada tahun 2025 dan realisasi 95,00, yang menunjukkan target telah 
tercapai. Target nilai ini dipertahankan sebesar 95 hingga tahun 2030 sebagai 

bentuk konsistensi kualitas pelayanan kepada pimpinan daerah. 

Di Bagian Administrasi Pembangunan, indikator Persentase Capaian 

Pengendalian dan Pelaporan Administrasi Pembangunan ditargetkan sebesar 
80% pada tahun 2025 dengan realisasi 85%, yang menunjukkan capaian 

melampaui target. Target selanjutnya meningkat secara bertahap menjadi 81% 
pada tahun 2026, 82% pada tahun 2027, 83% pada tahun 2028, 84% pada 
tahun 2029, dan 85% pada tahun 2030. 

Pada Bagian Perekonomian, indikator Persentase Kebijakan Pengelolaan 
Perekonomian yang Difasilitasi ditargetkan sebesar 100% pada tahun 2025, 

namun realisasi baru mencapai 85%. Target tetap dipertahankan sebesar 100% 
pada setiap tahun hingga tahun 2030 sebagai upaya memastikan seluruh 
kebijakan pengelolaan perekonomian dapat difasilitasi secara optimal. 

Di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ), indikator Indeks Tata Kelola 
Pengadaan ditargetkan sebesar 78,60 pada tahun 2025 dengan realisasi 78,02. 
Selanjutnya target meningkat secara konsisten menjadi 81,50 pada tahun 2026, 

82,50 pada tahun 2027, 84,50 pada tahun 2028, 86,40 pada tahun 2029, dan 
88,40 pada tahun 2030. 

Pada Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra), indikator Indeks ABS-SBK 
memiliki target sebesar 2,10 pada tahun 2025 dengan realisasi 2,31, sehingga 
telah melampaui target. Target indikator ini terus meningkat hingga mencapai 

2,30 pada tahun 2030. 
Selanjutnya, Bagian Hukum Sekretariat Daerah menetapkan indikator 

Indeks Reformasi Hukum dengan target 70 pada tahun 2025, sedangkan 
realisasi mencapai 98,24, jauh melampaui target yang ditetapkan. Target 
selanjutnya meningkat secara bertahap hingga mencapai 85 pada tahun 2030. 

Adapun pada Bagian Pemerintahan, indikator Nilai Evaluasi Kinerja 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) ditargetkan sebesar 3,10 pada 
tahun 2025, sedangkan realisasi tercatat 1,6001. Untuk periode selanjutnya, 

target ditingkatkan secara bertahap menjadi 3,12 pada tahun 2026, 3,14 pada 
tahun 2027, 3,16 pada tahun 2028, 3,18 pada tahun 2029, dan 3,20 pada tahun 

2030. 
Secara keseluruhan, indikator kinerja kunci Sekretariat Daerah 

menunjukkan arah peningkatan yang berkesinambungan selama periode 2025–

2030. Beberapa indikator telah mampu melampaui target pada tahun dasar 
2025, seperti Nilai SAKIP Sekretariat Daerah, Persentase Capaian Pengendalian 

dan Pelaporan Administrasi Pembangunan, Indeks ABS-SBK, dan Indeks 
Reformasi Hukum. Di sisi lain, terdapat beberapa indikator yang masih 

Pada Bagian Perencanaan dan Keuangan, indikator Nilai SAKIP 

Sekretariat Daerah ditargetkan sebesar 70 pada tahun 2025 dengan realisasi 

70,19, sehingga melampaui target yang telah ditetapkan. Target meningkat 

secara bertahap menjadi 70,10 pada tahun 2026, 70,12 pada tahun 2027, 70,15 

pada tahun 2028, 70,17 pada tahun 2029, dan mencapai 70,20 pada tahun 

2030. 



 

Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2027                                                                                        
        77 

memerlukan perhatian dan upaya perbaikan, antara lain Nilai SAKIP Instansi 
Pemerintah (SAKIP), Indeks Pelayanan Publik, Indeks Kepuasan Masyarakat 

(IKM), Persentase Kebijakan Pengelolaan Perekonomian yang Difasilitasi, Indeks 
Tata Kelola Pengadaan, dan Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (EKPPD). Peningkatan capaian pada indikator-indikator 

tersebut menjadi fokus strategis dalam rangka mewujudkan tata kelola 
pemerintahan yang akuntabel, pelayanan publik yang berkualitas, serta 

penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif dan berorientasi pada hasil. 
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BAB VI 
PENUTUP 

 
 
6.1 Catatan Penting 

Renja Sekretariat Daerah disusun dengan mengacu pada sasaran dan 
prioritas pembangunan daerah, program dan kegiatan, indikator dan target 

kinerja, serta pagu indikatif Sekretariat Daerah sebagaimana tertuang dalam 
RKPD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2027 yang mengacu pada RPJMD 

tahun 2025-2029. Selain itu, acuan utama dalam penyusunan Renja Tahun 
2027 adalah Renstra Sekretariat Daerah tahun 2025-2029.  

Renja Sekretariat Daerah memuat hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan 

Renja tahun lalu, permasalahan dan rumusan program dan kegiatan yang akan 
dilaksanakan oleh pengguna anggaran dan pejabat pelaksana teknis kegiatan 
pada tahun yang akan datang.   

Keberhasilan pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah sangat ditentukan oleh 
peran aktif seluruh jajaran pimpinan dan staf Sekretariat Daerah. Untuk itu 

diperlukan sikap mental, tekad, semangat, dan kekuatan serta disiplin semua 
unsur Sekretariat Daerah, dengan cara memberi dukungan penuh terhadap 
pelaksanaan program serta kegiatan sesuai dengan fungsi dan kemampuan 

masing-masing. Di samping itu, keberhasilan pelaksanaan Renja Sekretariat 
Daerah juga sangat tergantung kepada keseriusan segenap unsur Sekretariat 

Daerah dalam menyiapkan peraturan-peraturan yang akan menjadi dasar 
hukum bagi pelaksanaan program dan kegiatan serta dalam penataan 
pengelolaan program dan kegiatan tersebut selama satu tahun yang akan 

datang, baik dari segi tata kelola sumber daya manusia, tata kelola anggaran 
yang telah dialokasikan maupun tata kelola peralatan/perlengkapan. 

6.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan 

Renja Sekretariat Daerah Tahun 2027 merupakan perencanaan tahunan 
yang bersifat operasional dan mempunyai fungsi penting dan strategis untuk 

menjembatani antara perencanaan pada Sekretariat Daerah dengan RKPD 
Kabupaten Lima Puluh Kota, sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka 
menengah daerah yang tertuang dalam RPJMD dan implementasi pelaksanaan 

strategis jangka menengah Sekretariat Daerah yang tertuang dalam Renstra 
Sekretariat Daerah yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam 

rangka mendukung pencapaian visi dan misi daerah. 

Dalam rangka menjaga kesinambungan dan menjamin terlaksananya 
program, kegiatan dan sub kegiatan untuk pencapaian tujuan, sasaran dan 

target Sekretariat Daerah serta pencapaian tujuan serta sasaran pembangunan 
daerah, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut: 

1. Seluruh aparatur Sekretariat Daerah secara bersama-sama mempunyai 

tanggung jawab dan berkewajiban untuk melaksanakan Renja 
Sekretariat Daerah Tahun 2027 sesuai tugas dan kewenangannya; 

2. Menjaga konsistensi antara dokumen perencanaan pembangunan 
daerah yakni RPJMD dan RKPD dengan dokumen perencanaan PD 
yakni Renstra dan Renja; 

3. Renja Sekretariat Daerah Tahun 2027 menjadi dasar dalam penyusunan 
Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran 

(DPA) Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2027; 
4. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan 

dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja 

Sekretariat Daerah Tahun 2027 yang dilaksanakan secara triwulanan. 
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